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BAB I
PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Penelitian


Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup penyelenggaraan public good dan public regulation dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).
Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan berbagai strategi diantaranya penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi tersebut selanjutnya harus diikuti langkah-langkah praktis dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, transparan, tepat, terjangkau, lengkap, wajar, serta adil, oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan. Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi public regulation.  Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pelayanan perizinan, di antaranya mengatur mengenai pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan penyederhanaan pelayanan perizinan, untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah.
Tachjan (2006:24) mendefinisikan bahwa, “implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.
Implementasi Kebijakan Publik dimaksud adalah dalam rangka Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pelayanan perizinan dan dapat memberikan manfaat Bagi Pemerintah Daerah, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan daya saing serta sebagai wadah untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, Bagi dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan berusaha dan berinvestasi dan  bagi masyarakat dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam memperoleh atau menerima pelayanan perizinan yang sederhana, terukur, transparan dan terjangkau.

Pettigrew (1979 : 339) memberikan pengertian budaya organisasi sebagai “the system of such publicly and collectively accepted meanings operating for given group at a given time” menurut pendapat di atas bahwa budaya adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif, yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu.

Kondisi di atas juga mengilustrasikan bahwa diperlukan budaya kerja yang diharapkan terbangunnya kultur birokrasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, antara lain terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi melalui pengembangan budaya kerja yang membentuk perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja. Dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi, terbentuk sikap, perilaku, dan budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan, dan teladan, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud birokrasi yang andal dan profesional, efektif dan efisien, serta mampu mengantisipasi dinamika perubahan global yang merupakan landasan kokoh bagi menuju civil society yang demokratis, maju dan mandiri, berdaya saing, serta bersih dalam penyelenggaraan negara.
Manfaat lainnya yang dapat muncul antara lain kepuasan kerja meningkat, pergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional berkurang, tingkat absensi turun, keinginan belajar yang tinggi, keinginan memberikan yang terbaik bagi organisasi, dan lain-lain. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonom telah berusia 15 tahun dilihat dari letak geografis, jumlah penduduk dan sebagai kota berkategori kota metropolitan dalam mewujudkan Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan mempunyai tantangan dan permasalahan yang komprehensif. 
         Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonom merupakan daerah yang  didorong untuk mandiri, melalui pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan  kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga akan semakin cepat dan responsif dalam menangkap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangkan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh kebutuhan apa dari masyarakat yang perlu disediakan pemerintah, dan terdapat isu –isu berkaitan dengan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan tuntutan pelayanan akibat globalisasi 
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan 
3. Masyarakat sebagai penentu pelayanan 
4. Lahirnya Ide In Search of Excellence 
5. Pentingnya keberadaan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat 
6. Citizen’s charter dalam pelayanan oleh pemerintah daerah

Pemerintah Kota Bekasi sebagai institusi yang mempunyai fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat adapun masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada Pemerintah Kota Bekasi berhak mendapatkan pelayanan.   


Kota Bekasi diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan potensinya untuk memainkan peran dan kontribusi lebih besar bagi kepentingan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kota Bekasi, sektor swasta, segenap komponen masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitulasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaran pemerintahan, untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.  Bagi Kota Bekasi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat tidak dapat  diabaikan begitu saja dan telah membawa konsekuensi bahwa peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah merupakan hal yang sangat urgen karena menyangkut kepentingan umum. Masyarakat memandang bahwa pelayanan umum telah menjadi suatu hak yaitu hak atas pelayanan. Kondisi pelayanan perijinan saat ini masih dihadapkan pada sistem dan budaya kerja yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan budaya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.


Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi berkenaan dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di implementasikan dengan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT), dengan  pemberlakuan perda tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan implikasi yang sangat mendasar bagi pelaksanaan pelayanan sektor publik. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu dengan Visi ”Pelayanan Perzjinan yang cepat, mudah dan transparan” dan Misi ” 1) Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas SDM aparatur, 2)Mewujudkan lembaga perizinan yang akuntabel sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan perizinan, 3) Meningkatkan pendapatan daerah dari segi perizinan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Mengatasi sejumlah persoalan dan menghadapi tantangan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan pemberantasan terhadap penyakit yang dialami  birokrasi dengan melakukan pembinaan sumber daya manusia aparatur karena tanpa kesungguhan tidak akan berhasil dan kemungkinan kambuh pada kurun waktu tertentu. Diperlukan kesiapan sehingga ia memiliki kapabilitas dalam mengelola berbagai administrasi yang harmonis dan dapat meminimalisasi faktor konflik.

Pelaksanaan yang terjadi dalam penyelenggaraan perizinan terpadu yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi dimana masyarakat belum terpuaskan dengan pelayanan publik ditandai  dengan banyak keluhan sebagimana pernyataan Sjahrir (1986:88) yang menyatakan,           ”dalam jasa-jasa publik, kesan umum yang di dapat bahwa efisiensi dan kepuasan konsumen dalam segala segi masih sangat perlu untuk diperbaiki”.  Indek kepuasan masyarakat dengan keberadaan organisasi perangkat daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2011 sebesar 78, 95 % dan  mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 79,14 % .
Beberapa kondisi yang terjadi pada saat ini pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi cenderung kurang menunjukkan kinerja yang baik, sehingga terkesan bahwa pegawai kurang optimal dalam memberikan pelayanan, hal ini terlihat dengan masih terdapat komentar tentang pelayanannya belum sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan perizinan ditandai  dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang.  Hal ini terlihat bahwa jumlah pengaduan kepada Badan Pelayanan Perzinan Terpadu  mengalami kenaikan pada tahun 2010 terdapat 13 pengaduan dan tahun 2011 terdapat  22 pengaduan. 
Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan indikator masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi rendah, sebagai berikut :

1. Produktivitas organisasi rendah. Sebagai contoh antara lain :
a. Pelayanan administrasi perizinan dari 26 jenis perizinan dan non perzijinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu : Berkas perizinan dan non perizinan seringkali diterima oleh petugas penerima pendaftaran tidak lengkap dan benar sesuai standar persyaratan ; terjadi keterlambatan dalam proses pengentrian data selanjutnya koordinasi antar bidang masih lemah , berkas dalam standar operasional prosedur  1 hari sudah terkoordinasi kebidang tetapi dalam implementasinya belum seperti itu. Keterlembatan koordinasi dengan bidang dilingkup BPPT sebagai back office menyebabkan keterlambatan dalam rapat koordinasi dengan SKPD  teknis selaku tim teknis .  Ketidak telitian petugas ; keterlambatan petugas dalam melaksanakan tugasnya dan koordinasi yang lemah  menyebabkan implementasi Standar Operasional Prosedur  belum dapat dapat dilaksanakan secara optimal sehingga berkas izin dan non perijinan tidak dapat diterima pemohon sesuai waktu yang ditentukan. Keterlambatan masih pada hampir semua perizinan dan non perizinan yang dikelola BPPT
b. Koordinasi pelayanan perizinan :  Rapat koordinasi dilakukan dengan SKPD  teknis selaku tim teknis . Tim teknis memiliki kewenangan memberikan saran pertimbangan dalam rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada BPPT.  Pembahasan berkas perizinan dan non perizinan seringkali tidak memperhartikan apakah berkas tersebut lengkap dan benar;  pembahasan teknis sering kali tidak tajam membahas aspek teknis. Rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah (SKPD ) selaku Tim Teknis berdasarkan standar operasional prosedur maksimal 3 hari tetapi pada implementasinya waktunya melebihi srandar waktu yang ditetapkan. Keterlambatan rekomendasi masih terjadi pada SKPD  teknis, sehingga berkas izin dan non perizinan tidak dapat diterima pemohon sesuai waktu yang ditentukan. Keterlambatan masih pada hampir semua perzjinan dan non perizinan yang ada

c. Surat Ombusman Republik Indonesia kepada Menteri dalam Negeri Tanggal 6 Juni 2011 Nomor 0007/REK/0327.2011/PB-KI-09-14/VI/2011 , Perihal saran untuk peningkatan pelayanan terpadu satu pintu kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang isinya antara lain :
· Pelayanan BPPT Kota Bekasi belum sepenuhnya didukung oleh tim teknis yang berakibat proses perizinan sering melebihi ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan
· Kurangnya tenaga yang kompeten dalam menjalankan fungsi BPPT
· Belum terdapatnya otoritas yang berwenang mengawasi serta mengevaluasi secara terpadu kinerja BPPT dan Dinas terkait
Penjelasan dari uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini : Contoh Perizinan : Izin  Mendirikan Bangunan Tahun 2011 yang diterbitkan sebanyak 9519 izin dengan perincian perumahan sebanyak 1732 izin; rumah tinggal sebanyak 2798 izin ; industri sebanyak 25 izin dan usaha-usaha lain sebanyak 532 izi. Yang ditandatangi telah dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala BPPT (rumah tinggal dan pecahan selebihnya ditandatangi oleh Walikota). Mekanisme pengurusan pelayanan izin mendirikan bangunan yang peneliti gambarkan di bawah ini adalah IMB Usaha.
Tabel 1.1

Mekanisme pengurusan IMB Usaha yang ditandatangan 
oleh Walikota Bekasi
	No.
	Uraian kegiatan
	Waktu dalam SOP

(hari kerja)
	Rata-rata implementasi

(hasil kerja)
	Keterangan

	1
	2
	3
	4
	5

	1.


	Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan (Bid.I)

· Loket penerimaan dan penyerahan berkas serta bagian proses


	1
	2
	-

	2.

3.
	Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha (Bid.II)

Tim Teknis Dinas Tata Kota 
	1

4
	2

10
	-
-

	4.
	Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan (Bid.I)
	6
	7
	-

	
	JUMLAH
	12
	21
	


   Sumber  : BPPT Kota Bekasi
Contoh Non Perizinan yaitu Izin pelayanan kesehatan Tahun 2011 khususnya izin apotik yang diterbitkan sebanyak 57 izin yang ditandatangani oleh Kepala BPPT. Mekanisme pengurusan pelayanan non perizinan yang peneliti gambarkan di bawah ini adalah izin apotik.
Tabel 1.2

Mekanisme pengurusan izin apotik yang ditandatangan oleh Kepala BPPT
	No.
	Uraian kegiatan
	Waktu dalam SOP

(hari kerja)
	Rata-rata implementasi

(hasil kerja)
	Keterangan

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.
	Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan (Bid.I)

· Loket penerimaan dan penyerahan berkas serta bagian proses

Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perizinan (Bid.IV)

Tim Teknis Dinas Kesehatan 
	1

1

4
	2

4

15
	-

Menunggu kesiapan Dinas Teknis

	4.
	Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan (Bid.I)
	8
	5
	-

	
	JUMLAH
	14
	26
	


2. Kemampuan adaptasi organisasi masih rendah. Contoh dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan secara institusional pada prosesnya belum dapat berjalan secara optimal hal ini terlihat pelaksanaan proses perijinan belum sesuai  waktu dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A – BPPT/VI/2011 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai mempunyai kewenangan organisasi dibidang administrasi dan kewenangan teknis masih di Organisasi Perangkat Daerah (SKPD ) teknis pada pelaksanaannya  menyebabkan kesulitan dalam menerapkan standar operasional prosedur . Peneliti mengibaratkan Badan Pelayanan Perizinan terpadu sebagai ular yang kepalanya dilepas tetapi ekornya masih dipegang. Tabel 1.2 mekanisme pengurusan IMB Usaha (tandatangan oleh Walikota Bekasi) pada no 6 Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan waktu pada mekanisme  SOP selama 4 hari kerja tetapi rata-rata waktu dalam implementasinya adalah 10 hari kerja. Pada Tabel  Mekanisme pengurusan izin Lokasi ( tandatangan oleh Walikota Bekasi ) pada no 6 Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan waktu pada mekanisme  SOP selama selama 4 hari kerja tetapi rata-rata waktu dalam implementasinya adalah  15 hari kerja . Pada Tabel tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaa pelayanan BPPT Kota Bekasi belum sepenuhnya didukung oleh tim teknis yang berakibat proses perizinan sering melebihi ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disampaikan dalam Surat Ombusman Republik Indonesia kepada Menteri dalam Negeri Tanggal 6 Juni 2011 butir 1 Nomor 0007/REK/0327.2011/PB-KI-09-14/VI/2011, Perihal saran untuk peningkatan pelayanan terpadu satu pintu kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
 Indikator masalah tersebut di atas diduga oleh implementasi kebijakan dan budaya organisasi belum dilaksanakan secara penuh. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang  disusun dibatasi pada pelaksanaan implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap Efektivitas Organisasi dengan judul : “Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Bekasi (Studi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi)”
Alasan pemilihan fokus/akademik dan lokus pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi didasarkan pada :

1. Implementasi kebijakan dan budaya organisasi merupakan salah satu dimensi ilmu administrasi publik yang dalam penelitian ini sesuai dengan status mutahir dari perkembagan ilmu.

2. Secara akademik peneliti ingin menguji secara teoritik tentang implementasi kebijakan dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi.

3. Letak Kota Bekasi sangat strategis, dimana wilayahnya merupakan perbatasan antara dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Republik Indonesia.
4. Kota Bekasi sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bekasi, mengemban tugas untuk melayani publik khususnya pada bidang-bidang perizinan, dimana dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang merupakan muara dari  Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) terkait secara institusional dalam pemberian pelayanan perizinan di wilayah Kota Bekasi.
1.2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini yaitu : Efektivitas Organisasi Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi Rendah, mengacu kepada pernyataan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan, Budaya Organisasi, Efektivitas Organisasi Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi ?
2. Berapa dampak implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi ?
3. Berapa dampak implementasi kebijakan di ukur melalui aspek  Isi dari kebijakan yang dilaksanakan, aspek tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan, aspek banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan dan aspek potensi terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi ?
4. Berapa dampak budaya organisasi di ukur melalui karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi, etika organisasi, hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai, dan struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi ?
.1.3.     Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1.  Maksud Penelitian
  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis besarnya dampak implementasi kebijakan dan budaya organisasi baik secara parsial maupun secara simultan terhadap efektivitas organisasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi.
1.3.2. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji implementasi kebijakan, budaya organisasi dan efektivitas organisasi Pelayanan Perzinan Terpadu di Kota Bekasi. 
2. Mengkaji dan menganalisis dampak implementasi kebijakan dan budaya organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu diKota Bekasi;
3. Mengkaji dan menganalisis dampak implementasi kebijakan di ukur melalui aspek isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi;
4.  Mengkaji dan menganalisis dampak faktor budaya organisasi di ukur melalui karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi, etika organisasi, hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai, dan Struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi.
 1.4.   Kegunaan Penelitian
          Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Administrasi dan Kebijakan publik yang berkaitan  dengan implementasi kebijakan dan budaya organisasi serta efektivitas organisasi.

2. Kegunaan Praktis

Implikasi manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran ataupun umpan balik bagi para pengambil keputusan kebijaksanaan, pembinaan dan pendayagunaan perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA,

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.  Kajian Pustaka


Kajian pustaka atau telaah pustaka menurut Silalahi (2009:96) merupakan proses melokasi, memperoleh, membaca dan mengevaluasi literatur penelitian dalam bidang di minati oleh peneliti. Kajian pustaka diperlukan untuk menghindarkan duplikasi, membantu merancang tahap penelitian dan membantu untuk memperbaharui empiris yang baru atau kontroversi teoritis dalam satu bidang penelitian tertentu. Dengan demikian kajian pustaka sangat relevan dan penting dalam melakukan keseluruhan proses penelitian, guna membangun kerangka teoritis yang berhubungan dengan lapangan yang diteliti.
2.1.1. Hasil Penelitian Djuanda (2002)

 Penelitian Djuanda (2002) mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Irigasi dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Proyek Irigasi Andalan Jawa Barat Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan irigasi (X) dalam meningkatkan efekktifitas kerja proyek irigasi andalan Jawa Barat (Y) telah diperoleh temuan bahwa terdapat pengaruh langsung setiap dimensi terhadap (Y)  yaitu sasaran (X1) terhadap Y  sebesar 9,25%; jangka waktu (X2) terhadap Y sebesar 2,34% : biaya (X3) terhadap Y sebesar 0,95% jenis pekerjaan (X4) terhadap Y sebesar 7,70% dan tenaga kerja (X5)  terhadap Y sebesar 7,60%.

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pembangunan irigasi masih terdapat kelemahan dalam penentuan sasaran, jangka waktu, biaya, jenis pekerjaan dan tenaga kerja, sehingga efektivitas kerja proyek irigasi andalan Jawa Barat rendah. Hal ini di tandai dengan produksi belum mampu mencapai target, efisiensi rendah, kepuasan belum mendapat penerimaan hasil kerja serta pengembangan belum melahirkan tenaga kerja yang memiliki wawasan secara konsepsional. Lebih jauh bahwa implementasi kebijakan pembangunan irigasi sasarannya dilengkapi dengan data dasar yang tepat dan lengkap, jangka waktu diberikan toleransi waktu untuk pelaksanaan kerja secara operasional. Pengadaan dan pendistribusian biaya tepat waktu. Tenaga kerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya. Atas dasar hal tersebut diharapkan efektifitas kerja proyek irigasi andalan Jawa Barat dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menjelaskan aspek relevansinya adalah bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat diperhatikan di dalam melaksanakan suatu tujuan. Dalam konteks organisasi birokrasi bahwa kebijakan merupakan serangkaian tatanan aturan yang didalamnya untuk menjelaskan persoalan yang berahadapan dengan kepentingan publik.

2.1.2. Hasil Penelitian Sujadi (2006)
Sujadi (2006) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Dan Motiasi Kerja Dalam Meningkatkan Efektifitas Organisasi Di Bawasda Propinsi Jawa Barat. Adapun metode yang digunakan adalah metode Survei Analisis Deskriptif.

Hasil penelitiannya ini menunjukan bahwa pengaruh implementasi kebijakan dan motivasi terhadap efektivitas organisasi Bawasda Provinsi Jawa Barat secara simultan menunjukan besatran nilai 80,6% sedangkan pengaruh lain yang tidak diteliti tetapi mempengaruhi efektiitas organisasi Bawasda Provinsi Jawa Barat sebesar 19,4%

Kesimpulan penelitiannya bahwa implementasi kebijakn dan motivasi belum menyeluruh sosialisasikan oleh pimpinan sehingga efektivitas organisasi Bawasda Provinsi Jawa Barat masih rendah dan perlu ada penelitian lanjutan tentang implementasi kebijakan dan motivasi.

Hasil penelitian terdahulu ini adalah sebagai bahan referensi di dalam pengembangan penulisan yang peneliti lakukan, dan terutama berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan dan budaya organisasi.
2.1.3. Hasil Penelitian Mulyaningsih (2010)

Penelitian Mulyaningsih (2010) mengambil judul mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan Perilaku Birokrasi terhadap efektivitas Organisasi. Temuan penelitian secara deskriftif pelaksanaan budaya organisasi dan perilaku birokrasi, memberikan andil yang kuat terhadap tercapainya efektivitas organisasi pada dinas, Badan, Kantor dan sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang, yang menegaskan bahwa perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dilandasi, didorong dan berkolaborasi dengan nilai-nilai, mitos dan kepercayaan yang dianut oleh kondisi yang akan datang dari lingkungan para aparat berdasarkan visi dan misi organisasi, keikhlasan bersandarkan islamik yang melibatkan mental dan emosional aparat, sarana dan prasarana, kondisi dari psikologi birokrat dalam sistem tugas dan arah yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa budaya organisasi dan perilaku birokrasi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas organisasi pada Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 72, 6%  dengan Budaya organisasi 37,2 % lebih kuat pengaruhnya dibandingkan perilaku birokrasi sebesar 35,4% sedangkan pengaruh lainnya sebesar 27,4%.

Kesimpulannya bahwa penelitian menunjukan adanya penegasan dan memperkuat konsep kolaborasi budaya organisasi dan perilaku birokrasi terhadap efekivitas organisasi serta perlunya dilakukan penelitan lebih lanjut tentang belum optimalnya pengaruh budaya organisasi dan perilaku birokrasi terhadap efektivitas organisasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang, hal ini terlihat dengan adanya variabel lain yang ikut mempengaruhinya.
2.1.4. Hasil Penelitian Sembiring (2011)
Sembiring (2011) mengambil judul penelitian mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan Implementasi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan budaya organisasi dan implementasi kebijakan publik secara deskriftif telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja organisasi pelaksana K3, namun belum berjalan sesuai dimensi – dimensi variabel penelitian secara optimal. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa variabel budaya organisasi dan implementasi kebijakan publik secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi pelaksana K3 sebesar 53,94%. Hal ini bermakna bahwa ada sebesar 46,06% pengaruh lainnya yang tidak diteliti .

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan secara deskriftif variabel budaya organisasi dan implementasi kebijakan publik dapat meningkatkan kineja organisasi dan variabel budaya organisasi dan implementasi kebijakan publik baik secara simultan maupun secara parsial memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja organisasi pelaksana K3 di Kota Bandung, dengan demikian jika penerapan budaya organisasi dan implementasi kebijakan publik ditingkatkan maka kinerja organisasi pelaksana K3 meningkat.
2.1.5. Hasil Penelitian Ruchimat (2010)
Ruchimat (2010) Melakukan penelitian  yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Koordinasi  Terhadap Efektvitas Kerja Pegawai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dimana permasalahannya mengenai  efektivitas kerja pegawai pengambangan dan pengelolaan system irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Perum Jasa Tirta II rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan dan koordinasi yang belum dilaksanakan secara optimal.

Penelitian ini telah mengungkap bahwa pelaksanaan kebijakan dan koordinasi secara empirik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawai dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Dan Perum Jasa Tirta II. Secara simultan implementasi kebijakan dan Koordinasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Besar  Wilayah Sungai Citarum dan Perum Jasa Tirta. Secara simultan implementasi kebijakan dan koordinasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air provinsi Jawa Barat sebesar 80% dan sisanya atau epsilon sebesar 12,1%. Implementasi kebijakan secara parsial memberikan pengaruh sebesar 63,2% dan koordinasi sebesar 17,7%. 

Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dan koordinasi perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh oleh pimpinan di lingkungan Dinas Pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat, agar efektivitas kerja pegawai dapat terlaksana sesuai dengan tujuan organisasi.

Dengan mengkaji dan mempelajari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, memperlihatkan bahwa masing-masing variabel implementasi kebijakan dan variabel budaya organisasi terhadap objek penelitian berpengaruh signifikan. 

Peneliti tersebut diatas mengkaji variabel budaya organisasi  lebih menitikberatkan pada budaya peran yang ada pada organisasi yang dijadikan objek penelitian pada masing-masing peneliti, sedangkan pada peneliti yang mengkaji tentang implementasi kebijakan lebih menitikberatkan terhadap pelaksanaan kebijakan pada objek penelitiannya, sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.1

 HASIL PENELITIAN 
	No
	Nama
	Judul Penelitian
	Teori yg Digunakan Terdahulu
	Teori Yang digunakan peneliti
	Relevansi dengan Penelitian ini

	1
	2
	3
	
	5
	

	1
	Djuanda
(2002)

	Implementasi Kebijakan Pembangunan Irigasi dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Proyek Irigasi Andalan Jawa Barat Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
	Implementasi kebijakan
(Islami, 2001)

Efektifitas kerja

(Siagian, 1999)


	Implementasi kebijakan (X1) : Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) :

1. Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.

2. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan

3. Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.

4. Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

Budaya Organisasi (X2) : Jones (1995:179-189)
1. Karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi.

2. Etika organisasi

3. Hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai.

4. Struktur Organisasi.

Efektivitas Organisasi (Y) Gibson et.al (1997)

1. Produksi

2. Efisiensi

3. Kepuasan

4. Keadaptasian

5. Pengembangan


	· Topik penelitian sama dengan konsentrasi atau pusat perhatian kepada:

1. Pendekatan kepemerintahan

2. Kepuasan publik dalam pelayanan

3. Efektivitas organisasi

4. Teori yang digunakan baik terhadap kebijakan maupun budaya organisasi

· Mengembangkan teori yang sudah ada

· Lokus dan fokus yang berbeda

	2
	Sujadi (2006)
	Implementasi Kebijakan Dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Efektifitas Organisasi Di Bawasda Propinsi Jawa Barat
	Implementasi kebijakan 

(Wahab, 2001)

Motiasi 

(Winardi, 1999)

Efektifitas organisasi

(Gibson dlm Adriani, 2000)
	
	· Topik penelitian sama dengan konsentrasi atau pusat perhatian kepada:

1. Pendekatan kepemerintahan

2. Kepuasan publik dalam pelayanan

3. Efektivitas organisasi

4. Teori yang digunakan baik terhadap kebijakan maupun budaya organisasi

· Mengembangkan teori yang sudah ada

· Lokus dan fokus yang berbeda



	3.
	Mulyaningsih (2010)
	Pengaruh Budaya Organisasi dan Perilaku Birokrasi terhadap efektivitas Organisasi dinas, Badan, Kantor dan sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang
	Budaya organisasi

(Robbins dalam Pabundu Tika, 2006:10-12)

perilaku birokrasi (Thoha, 2008:35)

Efektifitas Organisasi
(Steers dalam Jamin, 1980:192)


	
	· Topik penelitian sama dengan konsentrasi atau pusat perhatian kepada:

1. Pendekatan kepemerintahan

2. Kepuasan publik dalam pelayanan

3. Efektivitas organisasi

4. Teori yang digunakan baik terhadap kebijakan maupun budaya organisasi

· Mengembangkan teori yang sudah ada

· Lokus dan fokus yang berbeda



	4.


	Sembiring (2011)
	Pengaruh Budaya organisasi dan Implementasi kebijakan publik terhadap kinerja organisasi pelaksana ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung
	Budaya Organisasi

 (Robibins 1998:595)

Implementasi Kebijakan Publik

(Van Meter dan Van Horn dalam syafri dan setyoko, 2008:26-27)

Kinerja organisasi   (Dwiyanto, dkk 2008:50-51)
	
	· Topik penelitian sama dengan konsentrasi atau pusat perhatian kepada:

1. Pendekatan kepemerintahan

2. Kepuasan publik dalam pelayanan

3. Efektivitas organisasi

4. Teori yang digunakan baik terhadap kebijakan maupun budaya organisasi

· Mengembangkan teori yang sudah ada

· Lokus dan fokus yang berbeda



	5.
	Ruchimat (2010)
	Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Koordinasi  Terhadap Efektvitas Kerja Pegawai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Dan Perum Jasa Tirta II
	Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab

    (2001:79)

koordinasi (Farland, 1999:191)

Efektivitas kerja Stres dalam Jamin 

    (2004:5)
	
	· Topik penelitian sama dengan konsentrasi atau pusat perhatian kepada:

1. Pendekatan kepemerintahan

2. Kepuasan publik dalam pelayanan

3. Efektivitas organisasi

4. Teori yang digunakan baik terhadap kebijakan maupun budaya organisasi

· Mengembangkan teori yang sudah ada

· Lokus dan fokus yang berbeda




Sumber: diolah peneliti
Berdasarkan tabel diatas bahwa teori utama yang digunakan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan teori utama yang digunakan peneliti, begitu juga lokus dan fokus yang berbeda sehingga antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti tampak terdapat perbedaan. Maka beberapa pertimbangan adanya dinamika tuntutan yang terjadi secara empirik dilapangan dan status mutahir dari kebijakan publik. Bertitik tolak pada hasil-hasil penelitian terdahulu pada tabel di atas, maka peneliti melakukan kajian dan analisis terhadap Implementasi kebijakan dan budaya organisasi pada Pelayanan Perzjinan di Kota Bekasi.

2.1.6. Lingkup Administrasi Publik
Ilmu Administrasi merupakan Ilmu yang mempelajari tentang fenomena kerjasama yang bersifat kooperatif dan terorganisir untuk mencapai tujuan, kerjasama yang dilakukan oleh dan bersifat publik menjadi pusat kajian ilmu administrasi publik (public administration) sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh dan bersifat privat menjadi kajian ilmu administrasi niaga (business administration) dan kerjasama antar negara serta antar individu atau organisasi yang melewati batas negara merupakan kajian ilmu administrasi internasional (international administration).
Administrasi merupakan tindakan sekelompok orang yang berkeinginan mencapai tujuan, akan tetapi proses kegiatannya tidak didasarkan atas kerjasama yang teratur. Sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, akan tetapi di dalam kerjasama terdapat sekelompok orang, pembagian tugas serta tujuan yang akan dicapai, akan tetapi apabila cara untuk mencapai tujuan tersebut tidak tersusun secara sistematis, hal ini tidak dapat disebut sebagai administrasi.

Robbins (1994:6) menyatakan : ”Administration is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people” pendapat di atas melihat bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses dari aktifitas-aktifitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain, hal ini berarti bahwa administrasi merupakan suatu proses dari berbagai aktifitas yang dilakukan secara efisien dengan melibatkan orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan. Pendapat di atas mengandung arti bahwa administrasi merupakan seluruh proses kegiatan orang-orang atau sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan suatu organisasi pemerintahan dapat dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah, karena meliputi seluruh bidang pekerjaan. Selanjutnya pengertian administrasi secara umum tersebut, dalam aktualisasinya dapat dilakukan terhadap berbagai bidang kegiatan, sehingga lahir konsep-konsep seperti antara lain administrasi negara (administrasi publik).
Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal dengan istilah administrasi negara, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Oleh karena itu, administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Proses administrasi sebagai proses politik seperti dikemukakan oleh Dimock (1996:40), ” the administration process is an integral part of the political process of nation)”. Menurut Suradinata (1998:33), “hal ini bisa dipahami karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang ditujukan agar proses kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik dalam konteks politik, sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nigro dan Nigro dalam Islamy (2001:1) yang menyebutkan bahwa “Administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik” 
Suradinata (1998:34) menyatakan bahwa ”perkembangan dari suatu administrasi politik, sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintahan (the government”s bureaucracy structure) yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu politik”. Sedangkan Kristiadi (1998:190) mengatakan ”bahkan sekarang, seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran birokrasi sebagai organisasi pemerintahan yang tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemenuhan akan barang-barang publik (public goods) tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi bertumbuh kembangnya peran serta masyarakat dan swasta.
Sugandha (1995:12) lebih lanjut mengemukakan tentang konsep administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik merupakan seluruh proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia secara berdaya guna untuk mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang baik individu maupun berkelompok secara terkoordinasi.
Pendapat di atas melihat bahwa administrasi publik Sebagai suatu proses dalam penetapan sasaran, administrasi publik juga perlu melibatkan semua sumber yang tersedia baik individu maupun berkelompok, dengan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi.

Kristiadi (1998:23) menyatakan bahwa ”tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang publik (public good) dan memberikan pelayanan publik (policy service)”. Pendapat tersebut lebih menitik beratkan kepada tujuan dari negara sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menyediakan barang-barang publik dan pelayanan publik yang lebih optimal.
Administrasi publik merupakan proses penentuan dan pencapaian tujuan negara dengan menggunakan semua sumber yang ada secara efisien melalui pejabat-pejabatnya secara terorganisir dan terkoordinasi dengan menerapkan perencanaan, pembuatan keputusan, penataan sumber-sumber, persuasi, kepemimpinan dan penilaian serta pengawasan. Pfifner dan sherwaad dalam Suradinata (1998:2) mengatakan bahwa ”Administrasi may be defined ad the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends”. Sementara itu, Tjokroamidjojo (1997:13) mengemukakan perumusan tentang Administrasi Publik sebagai berikut :

1. Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

2. Manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

3. Kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

4. Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Rumusan tersebut di atas menitik beratkan kepada bagaimana manajemen pemerintahan yang didalamnya terdapat orang-orang yang mengelola barang dan jasa dan dimana pelaksanaannya tersebut merupakan dari politik negara.  Berdasarkan rumusan administrasi publik tersebut, Suradinata (1998:1) memberikan pengertian administrasi publik sebagai :

Segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi, oleh karena itu administrasi negara mencakup berbagai aspek kegiatan termasuk proses suatu ”species” dalam lingkungan pemerintahan yang mempunyai makna sebagai kegiatan manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan negara dan terlaksananya tugas pemerintahan. Dalam administrasi publik Indonesia seringkali istilah publik yang dapat diartikan ke dalam pemerintahan, dalam hal ini nampak keterkaitan antara peran pemerintah dalam melaksanakan peran pelayanan publik.

Administrasi publik dalam arti luas objeknya adalah negara, sedangkan administrasi pemerintah adalah administrasi publik dalam arti sempit, objeknya adalah pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari rumusan tersebut, Tjokroamidjojo (1997:3) mengemukakan unsur-unsur pokok administrasi publik sebagai berikut :

1. Tujuan. Adanya tujuan atau kebijaksanaan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai.

2. Kerjasama. administrasi publik adalah bentuk kerjasama baik manusia maupun lembaga.

3. Proses Kegiatan. Adanya proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pencapaian tujuan.

4. Sarana. Adanya sarana dalam bentuk daya dan dana (termasuk peralatan).

Pendapat di atas mengemukakan bahwa unsur-unsur pokok dalam administrasi publik adalah adanya tujuan, kerjasama antar orang-orang, proses kegiatan dan juga adanya sarana penunjang yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Tjokroamidjojo (1997:3) mengemukakan kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan administrasi publik, sebagai berikut :

1. Rasionalitas. Agar pelaksanaan administsrasi publik lebih rasional.

2. Efektivitas. Agar pelaksanaan administrasi publik lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang dicapai lebih berdaya hasil.

Pelaksanaan Administrasi publik tersebut diatas merupakan suatu kegiatan agar pelaksanaan administrasi publik lebih rasional dan efektif. Istilah itu melingkupi keseluruhan yang komplek dari nilai-nilai, sikap-sikap dan tindakan-tindakan. administrasi publik adalah melakukan kebijakan, yaitu menetapkan serta melaksanakan kebijakan dari segi formal atau bentuknya, administrasi publik juga di dalamnya terdapat pengambilan keputusan yang mengikat, jadi admnistrasi publik melingkupi penentuan arah tindakan serta tujuan yang dijalani ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam suatu organisasi.
2.1.7. Lingkup Perilaku Organisasi

Manusia merupakan mahluk yang selalu hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok ini didasari karena setiap orang sebagai mahluk hidup mempunyai kebutuhan untuk hidup bersama dalam menunjang kebutuhan sosial. Dan juga pembentukan kelompok karena manusia mempunyai keterbatasan fisik dan kejiwaan. Berbeda dengan sejumlah binatang yang ketika lahir langsung dapat berdiri, berjalan dan makan sendiri, sejak lahir manusia membutuhkan rawatan orangtuanya atau orang lain. 
Kebutuhan hidup manusia akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia modern lebih banyak daripada kebutuhan manusia tradisional. Kebutuhan tersebut terdiri atas kebutuhan fisik dan psikologi, baik secara individual maupun kelompok. Agar kebutuhan individu dan kelompok manusia dapat terpenuhi dan saling melindungi, maka manusia membentuk organisasi. Bisa dikatakan bahwa manusia selalu berhubungan dengan organisasi, bahkan sejak lahir sampai dengan meninggalpun, hampir tidak pernah lepas dari organisasi.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon” yang berarti alat atau instrument. Arti kata ini menyiratkan bahwa organisasi adalah alat bantu manusia. Jadi ketika seseorang mendirikan organisasi, tujuan akhirnya bukan organisasi itu sendiri melainkan agar ia dan semua orang yang terlibat didalamnya dapat mencapai tujuan lain yang lebih mudah dan lebih efektif. Itulah sebabnya organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Definisi ini menunjukkan adanya dua esensi dasar dari sebuah organisasi yakni sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Robbins (1994:4), memberikan batasan definisi organisasi sebagai “kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan lebih dahulu. Oleh karena itu, karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan namun  juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Hasilnya adalah bahwa organisasi diasumsikan secara eksplisit sebagai kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi manusia.

Sebuah organisasi mempunyai orang yang satu sama lainnya memiliki keterikatan yang terus menerus. Rasa keterikatan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Wren (1994:9) mengilustrasikan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari  manusia, organisasi dan manajemen, pada gambar berikut:

Sumber : Wren (1994:9)

Gambar 2.1
Hubungan antara Manusia, Organisasi dan Manajemen
Ilustrasi pada gambar tersebut diatas menguraikan betapa organisasi dan manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Itulah sebabnya ketika sedang berhubungan dengan organisasi, hampir tidak pernah mempertanyakan atau memperdulikan apakah sedang berhubungan dengan organisasi atau tidak. Organisasi kita terima apa adanya, seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Yang lebih sering kita perhatikan justru atribut-atribut fisik yang kasat mata: seperti gedung-gedungnya yang tinggi, para pekerjanya atau produk/jasa yang dihasilkan. 

Memperhatikan organisasi dari atribut-atribut yang kasat mata merupakan hal biasa dan terjadi dimana-mana mengingat organisasi itu sendiri bentuknya tidak kasat mata (invisible) dan abstrak (intangible) sehingga organisasi sering disebut sebagai artificial being. Karena sifatnya yang abstrak maka cara yang paling mudah untuk mengenali sebuah organisasi adalah melalui atribut-atributnya yang kasat mata seolah-olah atribut-atribut itu identik dengan organisasi.

Meski demikian bukan berarti sebuah organisasi tidak mempunyai batasan dan identitas diri. Identitas diri sebuah organisasi secara formal misalnya bisa diketahui melalui legalisasi secara formal, seperti akte pendirian organisasi untuk sektor privat dan undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya pada sektor publik. Sehingga hal tersebut menjelaskan siapa yang menjadi bagian dari organisasi dan siapa yang bukan, kegiatan apa yang dilakukan, bagaimana organisasi tersebut diatur atau siapa yang mengaturnya. Disamping itu organisasi juga dapat diidentifikasikan melalui variabel yang sifatnya informal dan sulit dipahami tetapi keberadaannya tidak diragukan. Jadi budaya dalam hal ini dianggap sebagai variabel yang menjadi karakteristik sebuah organisasi dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.

Seperti halnya manusia yang mempunyai kepribadian atau personality, organisasi sebagai artificial being juga mempunyai sifat yang sama yang biasa disebut sebagai karakter organisasi. Karakter ini mencerminkan sosok sebuah organisasi yakni bagaimana ia berperilaku dan mengapa ia berbeda dengan organisasi lainnya. Secara umum karakter organisasi menurut Daft dalam Sobirin (2007:11) dapat dipahami melalui dimensi-dimensi organisasi yang dibedakan ke dalam dua tipe yaitu dimensi struktural dan dimensi konstektual, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Dimensi Struktural dan Konstektual Organisasi

	Dimensi Struktural
	Dimensi Konstektual

	Formalisasi organisasi

Spesialisasi

Standarisasi

Hirarki otoritas

Kompleksitas

Sentralitasi

Profesionalisme

Rasio Karyawan (anggota) organisasi
	Ukuran organisasi

Teknologi yang berguna

Lingkungan organisasi

Tujuan Organisasi 

Budaya organisasi


Sumber : Daft (1992:13)

Dimensi struktural adalah karakter organisasi yang bersumber pada sisi internal organisasi, dimana elemen-elemennya merupakan determinan karakteristik organisasi dan menjadi dasar untuk menilai sosok/bangunan (construct) organisasi dan membandingkan satu organisasi degan organisasi lainnya. Sementara dimensi konstektual merupakan karakteristik organisasi secara menyeluruh. Dimensi kedua ini menjadi faktor penentu bagi keberadaan sebuah organisasi secara menyeluruh dan berpengaruh terhadap dimensi struktural organisasi.

Ketigabelas dimensi organisasi seperti tersebut pada tabel di atas, masing-masing tidak berdiri sendiri melainkan saling bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, organisasi yang cukup besar dengan teknologi yang cukup mapan dan didukung oleh lingkungan yang stabil cenderung akan menciptakan organisasi yang formal, tersentralisir dan mengarah pada spesialisasi.

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi. Dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa organisasi sekarang ini dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi kepentingan manusia itu sendiri. 

Menurut Sobirin (2007:27), agar upaya-upaya meningkatkan kinerja organisasi berjalan efektif diperlukan pemahaman terhadap sifat-sifat organisasi. Salah satunya dengan membuat perumpamaan (metafora) tentang organisasi. Yang dimaksud dengan metafora organisasi adalah menganalogikan organisasi dengan benda/obyek lain seolah-olah organisasi tersebut mempunyai karakter, sifat dan perilaku seperti benda/objek. Demikian juga jika organisasi diumpamakan sebagai organisme hidup, seolah-olah layaknya mahluk hidup, organisasi lahir, tumbuh, berkembang dan jika tidak dikelola dengan baik bisa juga mati.

Kaitannya dengan perumpamaan organisasi, Morgan (1997: 24), mengumpamakan organisasi dengan 8 metafora, yaitu :

(1) Organisasi dipandang sebagai mesin

(2) Organisasi dipandang sebagai organisme hidup

(3) Organisasi dipandang sebagai pusat berpikir (otak)

(4) Organisasi dipandang sebagai budaya

(5) Organisasi dipandang sebagai arena politik

(6) Organisasi dipandang sebagai alat pengendali psikis

(7) Organisasi dipandang sebagai tempat perubahan dan alat transformasi

(8) Organisasi dipandang sebagai alat dominasi

Pemahaman di atas melihat bahwa suatu organisasi sebagai sesuatu yang dapat dimetaforakan, nampaknya memang tidak berlebihan jika kita melihat bahwa terkadang organisasi dapat terbentuk dan membentuk dirinya sendiri sesuai dengan  kehendak pendiri dan para anggotanya. Definisi di atas memandang organisasi bukan sebagai struktur yang obyektif yang di desain untuk mencapai tujuan yang terukur melainkan sekumpulan orang yang meng-construct realitas dengan saling berbagi makna dan asumsi. Meskipun demikian, karena organisasi adalah bidang studi yang multifacet, di sana sini, kadang-kadang organisasi juga dipotret dari metafora yang lain – organisasi sebagai mesin, organisasi sebagai mahluk hidup dan seterusnya yang semua potret ini digunakan untuk mendukung organisasi sebagai sistem budaya.
Menurut Peters dan Waterman dalam Gibson et,al, (1997:41), organisasi yang efektif memiliki kebudayaan intern yang memperkuat perlunya kualitas dan mutu dari suatu organisasi. Menurut pendapat tersebut bahwa dalam organisasi diperlukan sekali budaya yang baik yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari organisasi tersebut.
2.2. Tinjauan Tentang Kebijakan

2.2.1.Konsep Implementasi Kebijakan

           Masyarakat mempunyai tuntutan yang harus diakomodasi oleh pemerintah dengan mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam kebijakan publik.  Kebijakan publik merupakan implementasi membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan  bersifat umum, dan berkaitan dengan kepentingan umum, maka kebijakan bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.  
         Anderson dalam Thoha( 1997 : 63) bahwa terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan publik tersebut yaitu :
1.
Kebijakan publik itu selalui mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan

2.
Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah

3.
Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melaksanakan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu

4.
Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

  5.
Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandasi pada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa.
Pendapat di atas melihat bahwa Studi tentang kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan secara rasional, sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Agar kebijakan yang telah dirumuskan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan-keputusan dapat berhasil mencapai tujuan, maka kebijakan harus bersifat mengikat dan mempunyai sanksi sebagai konsekuensi bagi yang mengabaikan.


Implementasi kebijakan, merupakan kegiatan praktis yang berbeda dengan perumusan kebijakan yang bersifat teoritis, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan dituntut untuk mampu melakuakn penafsiran atas kebijakan yang ditetapkan.
          Mustopadidjaja (1998 :47) yang menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan suatu yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan, Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan, sehingga akibat dari kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan akan menghilangkan mata rantai antara perumusan kebijakan dengan evaluasi kebijakan.
          Implementasi kebijakan dapat diterjemahkan sebagai tindakan atau program-program yang kongkrit dengan aturan-aturan pada implementasinya dapat dirumuskan dan ditafsirkan berdasarkan tujuan serta sasaran kebijakan. Keberhasilan dan kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan Wahab,(2002:125).
         Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Grindle (1980:11) menyebutkan bahwa :
Implementing activities influenced by :a).Content of Policy

1. Interests affected

2. Type of benefits

3. Extent of change envioned

4. Site of decision making

5. Program implementers

6. Aresources commited

b) Context of implementation

1. Power, interests and strategies of factors involved

2. Institutions and regime characteristics

3. Compliance and resposiveness

           Pendapat di atas melihat bahwa dalam pengaruh Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang ruwet karena mempunyai cakrawala politis dan adminstratif. Grindle lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat bebrapa gejala menarik yang perlu mendapat perhatian , sebagai berikut : 1) Netralitas konflik dari adanya divergensi antara pernyataan tujuan kebijakan dengan perolehan aktual yang tersaji bagi masyarakat atau terus terangnya tujuan dan hasilnya, 2) Bagaimana konteks politik atau preferensi publik menyentuh atau bersentuhan dengan konteks administrasi, 3) Kualitas system pelayanan publik bagi penyajian barang-barang kolektif yang bernuansa politis, 4) Adaptasi perilaku warga dalam pengembangan partisipasi dan respons yang bersifat interaktif warga masyarakat, 5) Mengemukakanya pendekatan teknokratik dan apolitis, 6)  Terciptanya suasana “implementability” yang ditopang oleh kapabilitas lingkungan,  7) Adanya konflik kepentingan antara birokrasi dengan warga yang menerima manfaat.


Pencapaian tujuan kebijakan memerlukan adanya pemahaman yang arif terhadap konteks lingkungan khusus atau kapabilitas lingkungan dimana kebijakan itu diperhatikan. Hogwood dan Dunn dalam Wahab (2002 : 71) berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna, maka diperlukan beberapa syarat tertentu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan  sumber yang cukup memadai

3. Perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh sesuatu hubungan kausalitas yang andal

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

7. Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

8. Tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

10. Pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna     


Syarat tertentu dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut di atas bahwa harus diperhatikan kondisi eksternal, sumber daya yang dimiliki, adanya hubungan kausalitas dan juga adanya tujuan yang jelas agar pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor yang meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi, Edward III (1980 : 9) menyatakan bahwa:
In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask : what are the preconditions for successful policy implementation ? What are the primary obstacles tu successful policy implementation ? in the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic policy.
            Pendapat di atas memandang bahwa ketidak berhasilan implementasi kebijakan sering dijumpai antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif atau karena komitmen yang rendah dikalangan pelaksana.

            Sabatier dan Mazmanian (1983 : 21) dengan lebih khusus telah mengidentifikasi ganjalan penting yang menghalangi bagi sukses implementasi yang selama ini dianggap potensial, faktor-faktor kritis yang menyebabkan kesalahan distorsi atau kegagalan implementasi kebijakan publik, meliputi:
1. Ketidak mampuan menafsirkan bahasa legeslatif
2. Penggunaan otoritas yang kurang mampu dalam lembaga-lembaga kedinasan yang sifatnya mampu meluaskan consensus dan partisipasi publik yang maksimum disertai dengan adanya koneksi organisatoris dengan publiknya

3. Kekurangan tepatan dalam penggunaan insentif pembinaan yang merubah perilaku masyarakat yang dikehendaki

4. Pilihan instrument organisasi implementasi yang tidak akurat yang tidak mampu melayani dengan sarana aksebilitas yang tersedia dan mampu akan masyarakat yang dibutuhkan bagi system pelayanan umum 

           Kegagalan dalam implementasi kebijakan menurut pandangan di atas bahwa terdapat ketidakmampuan  menafsirkan bahasa legislatif, penggunaan otoritas dan juga kurang tepat pilihan instrumen dalam kebijakannya. Implemetasi terdapat empat unsur penting yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Implementasi tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa,oleh karena itu factor lingkungan akan mempengaruhi proses program-program pembangunan pada umumnya. Kebijakan publik dalam implementasinya biasanya ditindaklanjuti atau berpedoman kepada peraturan pelaksanaannya. 
Kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (problem) yang bersifat umum. Karena kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum, maka kebijakan bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Kebijakan publik menurut  Raksasataya dalam Islamy (2001:17) adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Serta lebih lanjut bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan itu perlu memperhatikan tujuan dari berbagai strategi dan taktik agar dapat terlaksana dengan optimal.  Dye (1987:3) mengemukakan bahwa “Public policy is whatever governments chooses to do or not to do“. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.  Sharkansky dalam Islamy (2001:18) yang dikemukakan oleh Dye, ”Public policy is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program. Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan pemerintah dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan dari program-program.

Pengertian tersebut di atas mengandung arti bahwa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan umum/masyarakat, akan berdampak cukup besar bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tindakan untuk tidak melakukan sesuatu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah, sebagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah melakukan sesuatu.

Studi tentang kebijakan publik biasanya dikenal juga sebagai studi mengenai tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan secara rasional, sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, agar kebijakan yang telah dirumuskan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan-keputusan dapat berhasil mencapai tujuan, maka kebijakan tersebut harus bersifat mengikat, serta harus mempunyai sanksi sebagai konsekuensi bagi yang mengabaikannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan publik dapat dipatuhi masyarakat, Anderson dalam Islamy (2001:110) menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu kebijakan publik ditolak atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat, yang antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.


Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara tajam dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu, maka kebijakan seperti itu tidak akan dilaksanakan atau dipatuhi.

2. Adanya konsep ketidak-patuhan selektif terhadap hukum.


Ada beberapa peraturan perundangan atau kebijakan yang bersifat kurang mengikat pada individu-individu. Beberapa orang yang sangat mendukung dan mematuhi undang-undang namun kadang-kadang kurang patuh pada undang-undang atau peraturan-peraturan.

3. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok.


Seseorang bisa patuh atau tidak patuh pada peraturan–peraturan atau kebijakan publik karena keterlibatannya dalam keanggotaan suatu perkumpulan atau kelompok kadang-kadang mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau keinginan pemerintah. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak patuh atau melawan peraturan atau kebijakan publik.

4. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.


Adanya keinginan untuk mencari untung dengan cepat, sering kali orang bertindak dengan menipu, atau dengan melawan hukum. Namun bila memiliki kemampuan yang dapat dijadikan sebagai modal yang kuat maka cenderung mentaati peraturan yang ada.

5. Adanya ketidak-pastian hukum.


Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dan sebagainya dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
Penjelasan diatas menggambarkan bahwa faktor tersebut di atas perlu mendapat perhatian yang serius terutama bagi aktor-aktor pelaksana di lapangan, agar dalam melaskanakan kebijakan tidak ada penolakan dari masyarakat penerima dampak dari kebijakan tersebut. Dye (1992:23) mengemukakan bahwa dalam proses kebijakan menyangkut lima tahapan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Identifying Problems
	:
	Demands are expressed for government action.

	Formulating Policy Proposals
	:
	Agenda is set for public discussion.

Development of program proposals resolve problem.

	Legitimating Policies.
	:
	Selecting a proposal.

Building political support for it. 

Enacting it as a law.

	Implementing Policies
	:
	Organizing bureaucracies.

Providing payment or services
Levying taxes.

	Evaluating Policies
	:
	Studying programs.

Reporting “outputs” of government programs.

Evaluating “impact” of programs on target and    non  target groups in society.

Suggesting changes and adjusments.


Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan ada lima tahapan yaitu dari mulai identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengesahan, implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut. Implementasi  kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan serta baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa akan terwujud. Sehubungan dengan kata implementasi maka Pressman dan Wildavski (1984:21) mendefinisikan implementasi dengan mengemukakan, “implementation as to carry out, accomplish, fullfill, produce, complete. But what is it that is being implemented ? A policy, naturally”. Jadi implementasi dapat diartikan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian suatu pekerjaan dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana dalam mencapai hasil yang maksimal. 

Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan di atas tampaknya sejalan dengan pendapat Tachjan (2006:67) yang menandaskan bahwa:

Unit-unit administratif tersebut di atas dikatakan sebagai organisasi (birokrasi) publik, karena pembentukannya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan/kepentingan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme (organisasi) pasar dan kegiatan (organisasi) voluntary. Kebutuhan tersebut dapat berupa perlindungan, bantuan, pengaturan, dan layanan secara langsung mengenai barang dan jasa publik.

Berpijak pada ungkapan  para  pakar  di atas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif keilmuan studi implementasi kebijakan publik sesungguhnya merupakan bagian integral dari kajian ilmu administrasi publik. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika studi implementasi kebijakan publik pada praktiknya  dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan tersebut, unit birokrasi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pada publik. Sejalan dengan ungkapan di atas, implementasi kebijakan publik dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang diproyeksikan pada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. 
Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang rumit dan kompleks karena begitu banyak variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu Edward III (1980:9) memulainya dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu : (1) What are the precondition for successfully policy implementation ? dan (2) What are the primary obstacles to succesful implementation?. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan melihat dari organisasinya yaitu bahwa penetapan atau penyusunan kembali dari sumber daya, unit-unit, dan metode sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program, dan bagaimana organisasi menterjemahkan dan mengaplikasikan ke dalam program yang telah disusun.
Menurut Howlet dan Ramesh (1995:153 ), “Its is defined as the process where by programs or policies are carried out; it denotes the translation of plants into practice”. (Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan yang merupakan penterjemahan dari rencana-rencana ke dalam praktek). Menurut Lane (1993:91), implementasi dapat dinyatakan dalam formula formal sebagai berikut :  
“(DFI) Implementasi = F(Intention, Output,outcome)”. Di mana implementasi mengacu kepada output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian implementasi memiliki pengertian ganda, yaitu : (1) “eksekusi” di satu sisi dan (2) “fullfil” atau penyelesaian (accomplishment) di sisi lain.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil jika output dan outcome sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Presfektif proses untuk menilai implementasi kebijakan dari sudut seberapa jauh peraturan peraturan atau mandat yang sudah ditetapkan pada tingkat atas pelaksanaannya oleh pemerintah atau aparat tingkat bawahnya.

 Hal yang sama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2004 : 167) bahwa “implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Merujuk pendapat di atas, dapat diketahui bahwa suatu kebijakan publik sesungguhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak bukan hanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah saja termasuk  pihak swasta juga. Sasaran dari kebijakan publik adalah masyarakat luas, sehingga pada tahap implementasinya tidak bisa dilakukan sendiri.  Hal tersebut senada dengan padangan dari Saefullah (2007:46) yang menegaskan bahwa: “Keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada berbagai faktor yang memmpengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran.”

Mustopadidjaja (2003:39) mengembangkan sistem implementasi terdapat beberapa model pendekatan atau teori, antara lain : 

1. Public choice theory, menekankan pengembangan implementasi menuntut  efisiensi dan kepuasan individu yang dilayani; mempelajari aturan institusional dalam memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat berdasar preferensi individual, berasumsi bahwa keinginan atau perilaku individu untuk memenuhi kepentingan ekonominya masing-masing di arena politik adalah sama dengan di arena pasar dalam pengertian ekonomi; kemudian memperkirakan responsif individu terhadap aturan yang berbeda untuk tiap kebijakan yang berlainan, dan mencoba mengembangkan aturan kelembagaan yang dapat mendorong atau meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. 

2. Contingency theory, menekankan perlunya kesesuaian antara tugas dan fungsi yang harus diemban suatu organisasi dengan tantangan lingkungan strategiknya yang dihadapinya. Alasannya adalah bahwa tugas-tugas pembangunan pada umumnya dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang besar, berkembang secara cepat dan dengan lingkungan yang tidak sering tidak mendukung. Untuk mengatasinya pimpinan terkait harus bersikap luwes dan akomodatif, dengan membuka penyesuaian pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. 

3. Management science, menawarkan analisis rasional dalam penetapan tujuan dan pengembangan pedoman pelaksanaan yang jelas, para manajer diberikan tanggung jawab agar pelaku kebijakan lainnya mengikuti pedoman tersebut, dan selanjutnya memantau perkembangan kinerja pelaksanaan. Kekuatan teori ini terletak pada sifatnya yang baku, yang mensyaratkan technical skill dan prosedur yang rasional, sehingga sering disebut sebagai “blue print management”. 

4. Incrementalism, bertolak dari anggapan bahwa individu dan organisasi cenderung untuk berlanjut dengan aturan yang ada atau dengan penyesuaian yang tidak terlalu besar secara terencana. Pendekatan ini mempunyai makna bagi keadaan yang tidak banyak memerlukan perubahan; namun makna tersebut tidak akan memiliki daya tarik apabila keadaan justru memerlukan perubahan yang menyeluruh meliputi setiap unsur sistem pelaksanaan, termasuk perilaku para pelaksananya.

5. Social learning theory, menawarkan pendekatan yang didasari pandangan bahwa pembangunan harus menumbuhkan kemampuan seluruh warga masyarakat untuk melakukan pilihan mengenai masa depannya, untuk merubah nasibnya, untuk memperbaiki tingkat hidup dan kehidupannya. Teori ini menekankan perilaku para stakeholders yang sesuai dengan tuntutan perkembangan, dengan dasar dan tujuan kebijakan, sehingga terjadi keserasian antara nilai-nilai yang melekat pada kebijakan dengan pelaksanaannya. 

Pendapat pakar tersebut melihat bahwa dalam mengembangkan sistem implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yaitu yang menekankan kepada efisiensi dan kepuasan individu yang dilayani, melihat kesesuaian tugas dan fungsi dari organisasi Keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada bagaimana organisasi tersebut menerapkan strategi implementasinya. Pengkajian mengenai implementasi adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik. Menurut Edwards III (1980:1) Implementasi kebijakan adalah :

Tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan ini konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi aspek kehidupan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu bagian dari proses kebijakan publik. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang sedang terjadi, ataupun demi suksesnya pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu. Suksesnya implementasi kebijakan tidak akan mudah tercapai dengan mudah tanpa adanya suatu upaya dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Kebijakan publik, pada tahap formulasi kebijakan dapat saja disusun dengan sebaik-baiknya, namun tanpa adanya suatu implementasi kebijakan yang terarah maka kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat menimbulkan penilaian pesimistis masyarakat terhadap para pembuat kebijakan yakni kemampuan yang dapat melahirkan suatu kebijakan tanpa memiliki kemampuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sebagaimana menurut Tachjan (2006:25) bahwa :

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Pendapat diatas menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan bisa dilaksanakan pada proses administratif setelah kebijakan tersebut disetujui, sedangkan Abidin (2006:193) bahwa :

Pelaksanaan kebijakan adalah upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai konflik politik dalam masyarakat. Hasil dari kebijakan yang dihasilkan, karena itu, seringkali merupakan kompromi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Pendapat tersebut menurut peneliti bahwa kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tidak terlepas dari kepentingan politik. Menurut Wahab (2004:64) bahwa, “implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139) bahwa :

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dimana biasanya dalam bentuk undang-udang, keputusan eksekutif, keputusan badan peradilan dimana keputusan itu dibuat untuk mengatasi sebuah masalah yang akan diatasi.

Menurut Anderson (1979:25) bahwa, “policy implementation is the application of the policy by government’s administrative machinery to the problem”, pendapat tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan dari kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Hal tersebut juga seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Edwards III (1980:1) yang menyampaikan bahwa :

Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establisment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judical decision or the promulgation of a regulatory rule – and the concequences of the policy for the people whom it effects.

Pendapat tersebut diatas memberikan pengertian bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari  suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Sedangkan Grindle (1980:7) memberikan pengertian mengenai implementasi kebijakan publik, dengan mengungkapkan bahwa, “implementation to be a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level”. Sebagai suatu sistem kebijakan publik maka selain pelaksanaan formulasi kebijakan yang harus sempurna maka implementasi kebijakan yang dilaksanakan dapat berimplikasi pada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi kebijakan, yang selanjutnya dapat memberikan penilaian tentang baik atau tidaknya implementasi kebijakan serta menemukan letak penyimpangan atau kekeliruan dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat memberikan masukkan pada saat penyusunan formulasi kebijakan maupun pada tahapan implementasi kebijakan yang selanjutnya dalam mencapai tujuan dari kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan Tachjan (2006:24) bahwa, “implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”, pendapat tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas suatu kebijakan untuk menyelesaikan suatu tujuan dengan didukung oleh sarana yang ada. Mustopadidjaja (2003:43) menyampaikan bahwa :
Sistem implementasi kebijakan merupakan “perangkat kelembagaan” yang mengakomodasikan nilai, prinsip, dan proses ataupun ketentuan dan aturan yang memberikan acuan tentang bagaimana sesuatu kebijakan dikelola dan dilaksanakan oleh berbagai stakeholders baik yang berada dalam tatanan institusi publik dan private ataupun kelompok sasaran, sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing dalam tahapan pelaksanaan kebijakan bersangkutan.

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan perlu memenuhi nilai, prinsip, proses dan aturan-aturan yang berlaku. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:139) memberikan pengertian mengenai implementasi kebijakan dengan mengungkapkan bahwa, “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Menurut Nugroho (2004:158) bahwa, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Pendapat tersebut memberikan pengertian bahwa implementasi kebijakan tersebut melihat bagaimanan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan juga Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : Nugroho  (2004:158)

Gambar 2.2  Langkah-Langkah dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan atau aksi yang dilakukan oleh para implementor. Untuk itu, dalam melakukan suatu implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tindakan untuk melakukan suatu intervensi, hal ini seperti yang telah terlihat pada gambar di atas. Jadi implementasi kebijakan juga sebagai intervensi itu sendiri. Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2004:161) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dalam langkah-langkah berurutan sebagai berikut :


                         Sumber : Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2004 : 161)
Gambar 2.3
Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan

Gambar di atas menggambarkan bahwa dalam menyusun langkah-langkah suatu pelaksanaan kebijakan dimulai dari identifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan yang hendak dicapai dan merancang struktur proses implementasi. Tachjan (2006:35) memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang patut dilakukan pada tahap implementasi kebijakan, dengan mengungkapkan bahwa :

Sesudah identifikasi masalah dan pemilihan alternatif yang paling rasional untuk diajukan sebagai kebijakan puncaknya, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana-rencana, maka tahap implementasi itu akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut :

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;

2. Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Pendapat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam suatu tahapan pelaksanaan kebijakan dengan diawali dari mendesain program, mengaplikasikan dan selanjutnya membangun sistem penjadwalan sehingga tujuan dari kebijakan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2004 :161) dan teori juga dikemukakan oleh Tachjan mengenai langkah-langkah yang mesti dilakukan pada tahap implementasi kebijakan telah menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan penting memperhatikan langkah-langkah sebagai penuntun, agar implementasi kebijakan yang dilakukan tidak akan mengalami penyimpangan, sehingga tujuan yang hendak dicapai akan dapat tercapai. 



Langkah-langkah tersebut dimulai dari tahap identifikasi masalah, yang merupakan tahap yang sangat penting bagi suatu implementasi, sebab tanpa suatu indentifikasi masalah yang baik maka akan sulit menentukan tindakan yang tepat dilakukan pada proses implementasi kebijakan. Logikanya adalah bahwa sesudah identifikasi masalah diketahui maka akan dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai, yang selanjutnya dalam mencapai tujuan tersebut maka dapat disusun proses pelaksanaan kebijakan.

2.2.2
Model-model Implementasi Kebijakan Publik



Kebijakan dibuat adalah untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi sehingga dapat mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan. Untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut tentunya harus ditunjang dengan proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang dapat diandalkan, dalam arti kebijakan dilaksanakan dengan melalui mekanisme yang tatanan implementasi dan dengan suatu mekanisme yang terorganisir.



Penting untuk disadari bahwa sebaik apapun bentuk kebijakan dibuat namun kebijakan sangat memerlukan bagian implementasi, pada bagian implementasi terdapat berbagai model yang dapat dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adapun keberadaan model tersebut merupakan cara untuk mewujudkan agar kebijakan dapat terlaksana sehingga kondisi yang diharapkan akan dapat terwujud. Suatu model akan dapat memberikan gambaran secara bulat dan lengkap mengenai objek, situasi maupun proses.



Menurut Wahab (2004:70) ada beberapa model implementasi kebijakan publik, model tersebut dikembangkan untuk keperluan penelitian yang penerapannya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri. Beberapa model tersebut diantaranya:
2.2.2.1 Model Edward III
             Menurut Edward III (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul “implementing public policy”, Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi. Secara terperinci Edward III (1980) menjelalaskan empat faktor tersebut sebagai berikut :
1) Komunikasi
 
Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Edward III (1980) menyebutkan terdapat tiga aspek pokok yaitu : 

(1) Transmisi, Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah telah dikeluarkan. Namun beberapa hambatan mungkin timbul dalam menstranmisikan perintah-perintah implementasi tersebut :
1. Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan

2. Distorsi yang ditimbulkan karena informasi melalui banyak lapisan hirarkhi

3. Birokrasi

4. Penangkapan komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan suatu kebijakan

(2) Kejelasan, Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Edward mengidentifikasi terdapat enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu (Edward III,1980:26) :
1. Kompleksitas kebijakan publik

2. Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok dalam masyarakat

3. Kurangnya konsesus mengenai tujuan-tujuan kebijakan

4. Masalah-masalah dalam memenuhi kebijakan baru
5. Menghindari akuntabilitas kebijakan

6. Hakekat pembuatan keputusan judicial
(3) Konsistensi, Pelaksanaan implementasi kebijakan dilaksanakan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas juga menyebabkan komunikasi yang tidak konsisten (Edward III,1980:42), antara lain :

1. Kompleksitas kebijakan

2. Kesulitan-kesulitan untuk memulai program baru

3. Banyaknya tujuan dari berbagai kebijakan
Pandangan di atas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan komunikasi kebijakan itu terdapat aspek penting yaitu bagaimana mentransmisikan kebijakan itu sendiri, adanya kejelasan petunjuk pelaksanaan dan juga harus konsisten dalam melaksanakannya.

2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumberdaya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi staf dengan jumlah yang sesuai dan dengan keahlian yang memandai dan relevan dengan implementasi kebijakan, kewenangan dan fasilitas, Edward III (1980:53) menyebutkan:
1. Staf, Jumlah staf yang mencukupi dan memilki skill yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas
2. Informasi, Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu : 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan sesuatu kebijakan, implementor perlu mengatahui apa yang dilakukan; 2) data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pekasanaan harus mengetahui apakah orang-orang lain terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak
3. Wewenang: wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta memiliki bentu yang berbeda-beda
4. Fasilitas-fasilitas, Fasilita-fasilitas meliputi bangunan, perlengkapan, dan perbekalan.
Pendapat di atas melihat bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang optimal dalam mendukung kebijakan adalah harus di dorong bagaimana staf yang memiliki kemampuan yang dapat menterjemahkan kebijakan dan juga bagaimana wewenang dan juga fasilitas yang dapat mendukung kebijakan teresebut.

3) Disposisi

Para pelaksana dapat bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan para pembuatan keputusan awal. Demikian juga sebelumnya apabila sikap-sikap perspektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Beberapa kebijakan masuk kedalam zona of indifference dari para administrator. Kebijakan tersebut mungkin merupakan konflik dengan pandangan kebijakan subsansi implementor tau kepentingan pribadi/organisasinya. Disposisi menghambat implementasi dikarenakan dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka menyetujui untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:116) menyebutkan bahwa :
Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan. Ketidak sepakatan dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan terkait mungkin memiliki prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen yang berbeda dan cara penanggulangan masalah yang berbeda. (Edwards III,1980:116)
Pernyataan di atas melihat bahwa dalam unit birokrasi dalam mengubah personil birokrasi pemerintah mungkin hal yang sulit dan tidak menjamin bahwa satu teknik yang potensial untuk mengatasi masalah kecenderungan para implementor adalah dengan mengubah sikap implementor dengan mengubah komitmen implementor tersebut. 
4) Struktur Birokrasi
Menurut Edwards III (1980:142) bahwa struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi, yaitu:
1. Standard Operating Procedures (SOP), Standard operating procedures dikembangkan merupakan respon internal karena keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalui mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalani implementasi kebijakan baru yang membutuhkan perubahan dalam cara-cara rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat organisasi, namun SOP juga memiliki kegunaan. Organisasiorganisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol memadai atas program-program fleksibel dapat lebih  beradaptasi terhadap tanggung jawab baru daripada birokrasi tanpa karakteristik seperti ini.
2. Fragmentasi, Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi,seperti komisi-komisi legeslatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konsitusi Negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Edwards III (1980:134) menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin salaing berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan imlementasi. Edward III (1980:137) fragmentasi berimlikasi terhadap definisi tanggungjawab, dan hal ini akan membuat organisasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi diantara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasi, secara tidak langsung mereka juga mempengaruhi implementasi melalui dampak/pengaruh satu terhadap lainnya.
Pandangan di atas melihat bahwa hal yang terpenting dalam stuktur birokrasi adalah standar operasional prosedur dan juga fragmentasi, dimana kedua hal tersebut dapat memberikan penekanan-penekanan yang membuat birokrasi menjadi lebih baik lagi.
2.2.2.2  Model Van Meter dan Van Horn 

Model paling klasik, dikembangkan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2008: 503), model ini terdiri dari empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu :
1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. 

2) Karakteristik agen pelaksana/implementor. 

3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4) Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor

Pendapat diatas mengambarkan bahwa dalam pasca pendirian bahwa, perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan mempergunakan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). dan seberapa penting kah rasa keterikatan masing-masing dalam organisasi?.

Alasan dikemukakan hal ini adalah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi sedangkan jalan yang mempertalikan antara kebijakan dan prestasi kerja tersebut adalah sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel itu menurut Wahab (1997:79) tersebut adalah :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan

2. Sumber-sumber kebijaksanaan.

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel kebijakan bersangkut pula dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan. 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara linear dimulai dari kebijakan publik dan mobilisasi sumber daya organisasi serta penetapan tujuan berikut parameternya, kebijakan organisasi dikomunikasikan kepada semua anggota atau implementor dalam organisasi untuk disikapi dengan memperhatikan karakteristik organisasi dan faktor eksternal organisasi, dan hasil kinerja diukur berdasarkan tujuan organisasi, tingkat ketercapaian merupakan prestasi organisasi untuk dievaluasi.

Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975:11-12)

Gambar 2.4 
Model Proses Implementasi Kebijakan

Model tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan indikator – indikator tersebut yang dapat mendukung kebijakan dimana outputnya menghasilkan suatu prestasi kerja dari para pelaksananya.

2.2.2.3 Model  Brian W Hogwood dan Lewis A. Gunn                                         

Model ini disebut “The top down approach “.Menurut Hogwood dan Gunn (1984:199), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) diperlukan beberapa syarat- syarat yaitu :
1. The circumtances external to the implementing agency do not impose cripling constrains;         

2. That adequate time and sufficient resources rare made available to the programme;

3. That the requires combination of resources is actually available;

4. That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect;                                            

5. That the relationship between cause and effect is direct and that there are few if any, intervening link;

6. That depnedency relationship are minimal   

7. That there is understanding of, and aggreement on objectives;

8. That tasks are fully specified in correct sequence; 

9. That there is perfect communication and cordination;

10. That those in authority can demand and obtain perfect compliance. 

Hogwood dan Gunn menekankan bahwa kesempurnaan atau penyempurnaan dalam konteks ini hanya merupakan suatu konsep analitis/ide dalam pengertian yang ideal yang akan dicapai.
2.2.2.4 Model Mazmanian dan Sabatier
Model ini dikenal dengan A Frame work for implementation analysis  yaitu Kerangka analisis implementasi, dimana kedua ahli ini tersebut berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik ialah mengidentifikasikan varabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel di maksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar,  yaitu :

1. Pertama variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki.

2. Kedua variabel intervening yaitu variabel kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar  serta variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

3. Ketiga variabel Independen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan akhirnya mengalah pada hasil revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 





Sumber : Mazmanian dan Sabatier (1983:22)

Gambar 2.5
Variables Involved in the Implementation Process
Variabel bebas (independent variable) dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, yang disebut variabel tergantung (dependent variabel), seperti dapat dilihat dalam gambar 2.5. Hubungan pada tiap tahapan berpengaruh terhadap tahapan lain, misalnya tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan (instansi) pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata (actual impact) keputusan-keputusan tersebut.
2.2.2.5 Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (1980:8), implementasi yang efektif dapat dikemukakan  2(dua) faktor utama yang menentukan sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu : “content of policy (isi kebijakan)  dan context of policy (Konteks kebijakan).” Dalam implementasi kebijakan publik kedua faktor tersebut erat kaitannya dengan proses politik dan proses administrasi, seperti  terlihat pada gambar 2:6 berikut : 

Sumber : Grindle (1980:8-15)

Gambar 2.6
Implementation as a Political and Adminitrative Process
Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Menurut Nugroho (2002:445), isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang berpengaruh oleh kebijakan.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan.

5. (Siapa) pelaksana program.

6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

2. Karateristik lembaga dan penguasa.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Mencermati model Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model tersebut terletak pada pemahaman komprehensif akan konteks kebijakan.

2.2.2.6  Model J.A.M. Maarse

Pelaksanaan kebijakan dibedakan dari proses pelaksanaan, yang didefinisikan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Jelaslah, bahwa pengertian ini mempunyai isi lebih luas daripada pengaruh pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan dari suatu kelompok aksi, yang ditujukan untuk melajukan atau menghambat pelaksanaan suatu kebijakan tertentu, menjadi bagian dari proses pelaksanaan, tetapi bukan pelaksanaan.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan, Maarse dalam Hoogerwerf,  (1983:162). Yaitu :

Keseluruhan aktor yang pada saat tertentu terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan sebagaimana juga hubungan-hubungan satu sama lain dapat juga disebut sebagai jaringan kelembagaan mitra pelaksanaan kebijakan. Komposisi jaringan kemitraan ini tergatung pada tahap pelaksanaan.
Model persyaratan implementasi kebijakan publik Maarse dalam Hoogerwerf  (1983:168) menyatakan bahwa isi kebijakan yang samar-samar, kontradiksi, tidak jelas akan membingungkan para pelaksana, sehingga muncul berbagai interpretasi yang berbeda. Untuk itu, menurut Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) ada 4 (empat) aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.

2. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan.

3. Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.

4. Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

Pelaksanaan atau implementasi merupakan bagian yang paling sulit dari proses kegiatan. Kebijakan Pengelolaan  yang akan diimplementasikan memerlukan memelukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan. Persyaratan berperan mengarahkan kepada para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan. Dan persyaratan merupakan hal-hal yang harus ditaati dalam proses implementasi, bukan terletak diidealnya perumusan kebijakan.

Dibandingkan dengan model-model yang telah dikemukakan sebelumnya adalah Model Maarse  telah secara eksplisit dan jelas mengemukakan “Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) informasi, b) isi kebijakan, c) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), d) pembagian potensi.” Khusus dukungan masyarakat yang berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian maka ke empat faktor tersebut dapat dijadikan dimensi untuk pengukuran implementasi kebijakan.
Model pendekatan teori dalam sistem  implementasi yang telah diungkapkan oleh Mustopadidjaja yaitu Public choice theory, contingency theory,incrementalism,social learning theory, juga terdapat komponen model sistem implementasi kebijakan yang sangat berfungsi untuk menentukan tujuan dari penggunaan model implementasi kebijakan. Sebagaimana Tachjan (2006:37) menguraikan komponen dari model sistem implementasi kebijakan bahwa :

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, tediri atas : (1) program kebijakan yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).
Pendapat yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja dan Tachjan maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pentingnya tingkat efisiensi pelayanan dalam tahap implementasi kebijakan, hal ini  dimaksudkan adalah untuk memudahkan pelayanan sehingga tujuan dari kebijakan akan dapat tercapai. Disamping itu, penting memperhatikan profesionalisme implementor sebab, bila implementor telah memahami tugas dan fungsi yang melekat padanya dengan baik maka tidak akan sulit melaksanakan tahap implementasi kebijakan dan akan lebih mudah dalam memahami perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta memiliki kemampuan dalam menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam implementasi kebijakan harus melibatkan berbagai pihak yang dapat mensukseskan implementasi kebijakan.
Pengungkapan beberapa model implementasi kebijakan di atas mengandung keunggulan komparatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda-beda. Setiap kerangka pemikiran akan mengungkapkan atau menjelaskan beragam dimensi implementasi kebijakan yang berbeda pula. Dengan demikian, tak ada satu metafora tunggal yang dapat memberikan semua jawaban terhadap berbagai kondisi yang terjadi secara menyeluruh.
Berdasarkan pada model-model yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengambil model Maarse sebagai alat ukur dalam implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan kepada aspek aspek  yang terdapat di dalam teori Maarse yaitu Isi kebijakan, informasi, dukungan serta pembagian potensi. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh  Marse dalam Hoogerwerf (1983)  itulah kajian terhadap implementasi kebijakan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu  akan dianalisis,  sehingga secara empiris dapat diperoleh gambaran seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu terhadap efektivitas organisasi Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi. 

Pengambilan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh  Marse dalam Hoogerwerf (1983) didasarkan pada pertimbangan bahwa esensi teori yang dikembangkan oleh pakar tersebut dipandang cukup relevan dengan konteks masalah yang akan dikaji. Dipandang relevan karena esensi teori kebijakan  yang dikembangkan tersebut, menyangkut empat aspek, yakni: a)informasi, b) isi kebijakan, c) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), d) pembagian potensi, dimana keempat aspek tersebut secara empirik sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan perijinan terpadu. 

2.2.3. Lingkup Budaya Organisasi

Budaya adalah sebuah kata yang mengandung banyak arti. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta bodhya yang berarti akal budi. Sinonim dari kata tersebut adalah kultur – sebuah kata benda yang berasal dari bahasa Inggris culture atau cultuur dalam bahasa Belanda atau kulltur dalam bahasa Jerman. Kata culture itu sendiri secara harfiah berasal dari bahasa Latin Colere (dengan akar kata “calo” - kata kerja yang berarti mengerjakan tanah, mengolah tanah atau memelihara ladang dan memelihara hewan ternak).

Pengertian budaya yang semula bersifat generik seperti disebutkan diatas, selanjutnya mulai bergeser sejalan dengan terjadinya evolusi kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan. Pergeseran orientasi ini terlihat dari pengertian budaya seperti yang dikemukakan oleh Melville (1997:204), “……. Is a construct describing the total body of belief, behaviour, knowledge, sanctions, values, goals that make up the way of life of people”

Definisi-definisi di atas membawa kepada suatu pemahaman bahwa budaya pada dasarnya adalah studi tentang manusia bukan dalam kedudukannya sebagai individu melainkan sebagai kelompok. Atau dengan kata lain, fenomena dalam studi budaya adalah fenomena kolektif bukan fenomena individual. Artinya meski subyek (pelaku budaya) dan obyek dari studi budaya adalah manusia, tetapi budaya tidak semata-mata terkait dengan manusia sebagai individu tetapi dengan manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat. Atau lebih tepatnya, budaya selalu terkait dengan kehidupan sosial sekelompok orang/masyarakat dan lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Penegasan tentang keterkaitan antara budaya dan masyarakat ini dikemukakan oleh Jocano dalam Sobirin (2007:60) sebagai berikut :

“sekelompok orang hanyalah kumpulan individu-individu belaka jika sekelompok orang tersebut tidak memiliki budaya, dan sebaliknya budaya tidak akan pernah ada jika tidak ada sekelompok orang/masyarakat”.


Budaya dan masyarakat dengan demikian bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Selama di situ ada budaya pasti di situ ada masyarakat dan sebaliknya jika ada masyarakat pasti ada budaya.


Proses pembentukan budaya seringkali bermula dari keyakinan, tata nilai atau adat  kebiasaan seseorang. Melalui sebuah proses panjang, bukan instant, keyakinan dan tata nilai tersebut kemudian ditransmisikan, dalam berbagai bentuk dan cara, kepada orang lain dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Hofstede (1997:5-6), memberikan  pemahaman hubungan antara hakekat manusia, budaya dan kepribadian sebagaimana tergambar dibawah ini: 
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Sumber: Hofstede, 1997

Gambar 2.7
Hubungan antara Hakekat Manusia, Budaya dan Kepribadian

Pemahaman hubungan manusia, budaya dan kepribadian pada hakekatnya menjelaskan bahwa manusia, tanpa membedakan tempat tinggal (dipedesaan atau perkotaan), warna kulit, status sosial, atau atribut-atribut lainnya, pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang universal (sifat azasi manusia) seperti rasa takut, marah, sedih dan senang. Semua sifat-sifat tersebut secara natural telah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, dengan demikian setiap orang memiliki cara-caranya tersendiri untuk mengungkapkan sifat-sifat yang universal tersebut.

Perbedaan cara pengungkapan ini disebabkan karena masing-masing individu sesungguhnya memiliki karakter dan perilaku yang berbeda yang bersumber pada perbedaan kepribadian (personality) seseorang. Kepribadian dengan demikian merupakan pedoman bagi seseorang untuk berpikir, berperilaku, bertindak dan mengungkapkan perasaannya. Kepribadian itu sendiri ditentukan oleh dua faktor utama yakni nature (faktor keturunan) yang bersifat internal dan nurture (pengalaman hidup) yang bersifat eksternal. Tetapi meskipun meskipun kedua faktor ini merupakan faktor pembentuk kepribadian, namun faktor utamanya tetap saja faktor keturunan karena sifatnya yang internal (berasal dari dalam diri manusia). Dengan demikian kita tidak bisa berharap bahwa kepribadian seseorang mudah berubah hanya karena interaksi sosial dengan lingkungan. Kalaupun kepribadian tersebut mengalami perubahan, hal ini terjadi secara gradual dalam kurun waktu yang relatif lama.


Budaya yang juga merupakan atribut manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat dalam jangka pendek juga tidak banyak mengalami perubahan. Meskipun  budaya dan kepribadian terkait dengan diri manusia dan tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, namun seperti yang dikemukakan oleh Hofstede, keduanya harus dipahami secara berbeda. Manakala kita hendak memahami diri manusia dalam kedudukannya sebagai individu maka rujukannya adalah kepribadian, sedangkan untuk memahami manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat rujukannya adalah budaya. Kedua atribut ini yakni kepribadian dan budaya akan terus melekat pada diri seseorang dan akan dipertahankan sampai suatu saat, jika dianggap perlu atau terpaksa, harus merubahnya.


Manusia sebagai individu tentu akan menggunakan kepribadian sebagai faktor pembenar untuk bertindak, berpikir, berperilaku dan mengungkapkan perasaannya, namun kepribadian bukan satu-satunya faktor pembenar karena disisi lain manusia, sebagai mahluk sosial, memiliki keterbatasan, oleh karenanya suka atau tidak, ia akan selalu bergantung pada manusia lain dan lingkungan tempat mereka berada. ketergantungan pada orang lain inilah yang menyebabkan manusia perlu untuk beradaptasi kepada lingkungan dan melakukan akulturasi meski tujuan dari akulturasi tersebut terkadang sekedar untuk memenuhi kebutuhan individualnya. artinya, disamping kepribadian, manusia memerlukan faktor pembenar lain yakni budaya khususnya ketika ia menjadi bagian dari sebuah masyarakat.


Masyarakat merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya budaya, maka terjadinya overlapping antar kelompok masyarakat secara tidak langsung juga akan menjadikan overlapping antara berbagai kelompok budaya. Oleh sebab itu menurut Sobirin (2007:67) untuk menghindari kerancuan dalam memahami budaya, pertama-tama perlu terlebih dahulu diberi batasan  yang jelas baik terhadap masyarakat maupun budaya itu sendiri, yang disebutnya dengan istilah locus of culture, atau  Hofstede menggunakan istilah budaya nasional untuk masyarakat yang dibatasi oleh wilayah negara.

Bersamaan dengan maraknya bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC), masalah budaya mulai mendapat perhatian serius para praktisi bisnis, teoritisi organisasi dan manajemen. Tingginya perhatian ini bermula dari banyaknya perusahaan multinasional (MNC) yang gagal menjalankan bisnisnya di negara tujuan meski pola manajemen yang digunakan di perusahan anak sama dengan pola manajemen di perusahaan induk. Setelah melalui penelusuran lebih jauh salah satu penyebab kegagalan tersebut ternyata karena adanya perbedaan budaya antar masing-masing negara. Dari sinilah budaya dianggap menjadi salah satu variabel penentu yang perlu mendapat perhatian serius.

Pemahaman tentang organisasi sebagai hasil kebudayaan dan di saat yang sama organisasi dianggap memiliki budaya menyebabkan kajian terhadap organisasi tidak lagi bersifat linear. Hal ini diartikan bahwa organisasi tidak serta merta bebas nilai dan semua orang yang terlibat di dalamnya bersifat rasional. Namun sebaliknya, organisasi merupakan hasil kreasi manusia yang sarat dengan nilai sehingga hitam putihnya organisasi sangat bergantung pada bagaimana orang-orang yang terlibat dengan organisasi menginterprestasikan dan memaknainya. Atau dengan kata lain, organisasi tidak lagi dilihat semata-mata sebagai alat bantu yang sekedar diperuntukkan untuk membantu manusia mencapai tujuan-tujuannya tetapi organisasi diperlakukan sebagai realitas sosial yang bersifat interpretative.

Berdasarkan pemahaman teori displacement of concept menurut Schon, awal popularitas istilah budaya organisasi, jika dirunut dari belakang, salah satunya, bermula dari penelitian Hofstede yang dilakukan dua tahap, pada tahun 1968 dan 1972. Selain penelitian Hofstede, penelitian lain yang juga menjadi embrio munculnya istilah budaya organisasi adalah hasil penelitian Pascale and Athos di Jepang yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengapa industri Jepang bisa bertahan hidup pada saat terjadi krisis minyak dunia (awal tahun 1970-an), sementara pada saat yang sama banyak industri Amerika bertumbangan.

Pettigrew dengan tulisannya “On studying organizational culture” yang dimuat jurnal ilmiah Administrative Science Quarterly pada tahun 1979 bisa disebut sebagai orang pertama yang secara resmi menggunakan istilah budaya organisasi. Dalam papernya Pettigrew menganalisis sebuah organisasi (tepatnya organisasi sekolah) bukan dengan pendekatan positivistic melainkan melalui pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah – yang kemudian memunculkan istilah budaya organisasi, Pettigrew menceritakan perubahan tata nilai organisasi bersamaan dengan pengantian Kepala Sekolah dan perubahan organisasi dari satu periode berikutnya. Pettigrew (1979 : 339) memberikan pengertian budaya organisasi sebagai “the system of such publicly and collectively accepted meanings operating for given group at a given time”(budaya adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif, yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu). Pettigrew juga menyatakan bahwa esensi budaya organisasi adalah sistem makna atau jaringan makna. Dalam hal ini sistem makna diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jati diri (budaya) sebuah organisasi kepada orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut dan orang-orang yang berada diluar organisasi melalui proses pemaknaan terhadap semua aspek kehidupan organisasi.
Siehl dan Martin (1983:52) menegaskan bahwa budaya organisasi merupakan cerminan dari nilai-nilai organisasi yang dominan maka hubungan antara sub budaya dengan budaya organisasi adalah sejauh mana nilai-nilai sub budaya tersebut mendukung, mengingkari atau sekedar eksis sejalan dengan nilai-nilai dominan budaya organisasi.
Menurut Smircich dalam Sobirin (2007:112), keterkaitan antara teori organisasi dan budaya dalam corporate culture disebabkan bahwa budaya yang berfungsi sebagai mekanisme aturan yang bersifat adaptif yang menyatukan individu-individu ke dalam sebuah struktur sosial (pendekatan structural functionalism) bersinggungan dengan organisasi sebagai sebuah organisme yang adaptif dimana keberadaannya terjadi karena pertukarannya dengan lingkungan eksternal (teori organisasi kontingensi).

Organisasi terdapat sistem formal dan sistem informal yang selalu hadir berdampingan meski proporsi masing-masing berbeda (Sobirin, 2007:108). Aspek formal merupakan aspek organisasi yang tampak ke permukaan, seperti ; visi dan misi organisasi, perencanaan strategi, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dan deskripsi jabatan. Sedangkan aspek informal organisasi lebih bersifat kepada perilaku seperti persepsi karyawan terhadap pekerjaan, agenda diri setiap individu pada setiap level organisasi, tingkat kompetisi di antara karyawan atau antar departemen di dalam organisasi, tingkat kepercayaan antar departemen dan keyakinan serta nilai-nilai individu masing-masing karyawan.

Karakter dan ideologi sebuah organisasi menurut Harrison (1972:119) dapat dilihat dari organisasi tersebut yang dibedakan menjadi empat macam orientasi, sebagai berikut :

1. power orientation
2. role orientation
3. task orientation
4. people orientation
Keempat orientasi ini ditentukan dengan terlebih dahulu memperhatikan perbedaan kepentingan pihak-pihak yang berkait dengan organisasi, khususnya antara kepentingan individu (anggota organisasi) dan kepentingan organisasi itu sendiri. Selanjutnya Harrison menggambarkan pengaruh keempat tipologi budaya di atas terhadap kepentingan masing-masing kepentingan individu dan organisasi, sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengaruh Tipe Budaya Terhadap Kepentingan Individu 

	
	Keamanan terhadap aspek ekonomi, politik dan psikologis
	Kesempatan untuk berkomitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi
	Kesempatan agar dirinya bisa tumbuh dan berkembang



	Power Orientation
	Rendah :

Karena kuatnya peran autokrasi
	Rendah :

Kecuali seseorang memiliki jabatan tinggi sehingga bisa menentukan tujuan organisasi
	Rendah :

Kecuali seseorang memiliki jabatan tinggi sehingga bisa menentukan tujuan organisasi



	Role Orientation
	Tinggi :

Karena diamankan oleh berlakunya ketentuan hukum, aturan dan prosedur berjalan
	Rendah :

Meski seseorang memiliki jabatan tinggi
	Rendah :

Karena tujuan organisasi cenderung kaku dan setiap kegiatan sudah ditetapkan ketentuannya



	Task Orientation
	Moderat :

Persoalan psikologis bisa jika kontribusi individual redanden
	Tinggi :

Karena menjadi dasar bagi seseorang untuk berinteraksi dengan organisasi
	Rendah :

Seseorang tidak layak berada dalam organisasi jika ia tidak menyesuaikan tujuannya dengan organisasi



	Person Orientation
	Tinggi :

Karena perhatian utamanya adalah kesejahteraan individual
	Tinggi :

Khususnya jika seseorang mampu menciptakan tujuannya


	Tinggi :

Karena tujuan organisasi disesuaikan dengan tujuan individu


Sumber : Harrison dalam Sobirin (2007; 198)


Keempat orientasi organisasi yang terdiri dari power orientation, role orientation, task orientation dan person orientation ditentukan terlebih dahulu dengan memperhatikan kepentingan individu dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya tipe budaya terhadap kepentingan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4

Pengaruh Tipe Budaya Terhadap Kepentingan Organisasi

	
	Efektivitas respon terhadap ancaman dan bahaya dan lingkungan organisasi
	Mengatasi secara cepat dan efektif terhadap kompleksitas dan perubahan lingkungan
	Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya-upaya internal organisasi



	Power Orientation
	Tinggi :

Organisasi cenderung siap untuk bersaing
	Moderat ke rendah :

Bergantung pada ukuran organisasi, namun model komunikasi yang piramidal sangat mudah overload
	Tinggi :

Kontrol cukup efektif karena dukungan dari atas

	Role Orientation
	Moderat ke rendah :

Organisasi cenderung lambat dalam merespon ancaman yang terus meningkat
	Rendah :

Lambat dalam merubah prosedur yang ada ; dan model komunikasi yang piramidal sangat mudah overload
	Tinggi :

Menggambarkan sistem kerja yang rasional yang dirancang dengan sangat hati-hati

	Task Orientation
	Moderat ke tinggi :

Boleh jadi organisasi lambat dalam mengambil keputusan tetapi menghasilkan respon yang kompeten


	Tinggi :

Fleksibilitas dalam penugasan dan komunikasi yang pendek sangat memudahkan untuk beradaptasi


	Moderat :

Terintegrasi melalui tujuan bersama, namun adanya fleksibiltas, dan pergeseran struktur memungkinkan sulitnya untuk berkoordinasi

	Person Orientation
	Rendah :

Organisasi lambat menyadari adanya ancaman dan lambat pula dalam mengatasinya
	Tinggi :

Respon sangat tidak menentu; penempatan sumber daya untuk mengatasi masalah sangat bergantung pada kebutuhan dan ketertarikan masing-masing individu
	Rendah :

Tujuan bersama sulit dicapai dan berbagai aktivitas bisa saja bergeser bergantung interest masing-masing individu


Sumber : Harrison (1972:199)

Penentuan pengaruh budaya organisasi terhadap kepentingan organisasi, ditentukan juga empat orientasi organisasi yang terdiri dari power orientation, role orientation, task orientation dan person orientation. Dan selanjutnya Horrison juga membedakan kepentingan individu menjadi tiga, yaitu (1) efektivitas respon terhadap ancaman dan bahaya yang datang dari lingkungan organisasi, (2) mengatasi secara cepat dan efektif terhadap kompleksitas perubahan lingkungan dan (3) mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya-upaya internal organisasi yang jika dianggap perlu, dengan mengorbankan kepentingan individu.

Proses perubahan pada budaya organisasi akan sulit terjadi atau tidak dapat terjadi karena sulit tahu tentang apa yang dibicarakan dan tentang apa fokus yang dibicarakan. Cameron telah mengidentifikasi empat dimensi budaya organisasi pada keefektifan organisasi untuk menyelidiki sejauhmana budaya kuat adalah lebih efektif daripada budaya lemah, sebagaimana gambar dibawah ini :

External focus and Integratiation
	Market

People are competitive

And goal-oriented


	Adhocracy

People stick theis necks out

And take risks

	Hierarchy

Procedures govern

What people do
	Clan

It it like an

Extended family


Internal focus and Integration

Sumber : Cameron dalam Nevizond Chatab (2007:31)

Gambar 2.8
Dimensi Budaya Organisasi (The Competing Values Framework)
Ilustrasi pada gambar dimensi budaya organisasi di atas, menjelaskan bahwa tidak ada satu pun organisasi dicirikan secara total oleh satu jenis budaya, namun kenyataannya dicirikan dengan budaya yang dominan. Budaya organisasi suatu perusahaan atau lembaga profit pada dasarnya berbeda dengan budaya organisasi publik atau lembaga non profit, berdasarkan perbedaan tersebut, Harrison dalam Sobirin (2007:39) mengemukakan bahwa budaya peran merupakan budaya dalam suatu organisasi publik (birokrasi), dimana kekuatan dan budaya peran terletak pada fungsi-fungsinya atau spesialisasi; keuangan, pembelian dan produksi yang dapat dipikirkan sebagai suatu seri pilar-pilar yang dikoordinasi dan dikontrol oleh sekelompok kecil eksekutif senior. Lingkungan internal budaya peran didominasi oleh peraturan, prosedur dan deskripsi tugas. Kekuasaan posisi dan sampai derajat tertentu kekuasaan merupakan basis utama untuk dapat melaksanakan pembagian kewenangan. 

Budaya organisasi publik menurut Taliziduhu (2005:173), terbentuk melalui dan oleh interaksi antara organisasi privat, organisasi publik dan organisasi sosial dengan lingkungan masing-masing, di satu sisi dan dengan rakyat yang adalah sovereign dan konsumer di sisi lain. Kekuasaan berkisar antara kekuasaan mutlak dengan kekuasaan relatif. Hal itu ditentukan oleh tingkat otonomi kekuasaan yang dipegang oleh suatu organisasi publik, dimana semakin otonom kekuasaan,  semakin otokratik organisasi publik yang bersangkutan. 

Perkembangan lebih lanjut, budaya organisasi pada organisasi publik semakin memainkan peranan yang penting dalam mengelola suatu organisasi, karena budaya organisasi merupakan persepsi yang sama tentang makna hakiki kehidupan bersama dalam organisasi Siagian (2002;29). Kesamaan persepsi dimaksud meliputi semua aspek kehidupan berorganisasi, seperti hakikat tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai, filsafat organisasi yang dianut, strategi yang hendak diterapkan, visi dan misi organisasi, norma-norma berperilaku dalam organisasi, bentuk interaksi yang dikehendaki antara para anggota organisasi, dan bahkan orientasi dalam melaksanakan semua kegiatan operasional. Kesemua hal tersebut menurut Siagian (2002;29), hanya dapat terwujud apabila hal-hal sebagai berikut terlaksana :

Pertama, mengidentifikasi dengan tepat budaya masyarakat yang hendak dijadikan dasar dan bagian integral dari budaya organisasi;

Kedua, apa yang dilakukan oleh manajemen untuk melestarikan budaya organisasi. Dengan kata lain apakah terjadi institusionalisasi dalam organisasi atau tidak.

Ketiga, apakah manajemen berhasil memfungsikan budaya organisasi yang dipimpinnya.

Semakin kuat budaya organisasi publik berkembang, akan menumbuh suburkan rasa tanggungjawab yang besar dalam diri setiap anggota organisasi, sehingga para anggotanya akan berupaya semaksimal mungkin menampilkan kinerja yang paling memuaskan tanpa harus selalu didorong dan diawasi apalagi dipaksa dan diancam dengan berbagai bentuk tindakan punishment.  
Siagian (2002;31) memberikan penjelasan bahwa keberhasilan pegawai sebagai anggota organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dan kesediannya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi yang terjadi. Perkembangan organisasi memberikan penguatan terhadap bagaimana aparatur mempunyai kemampuan serta penyesuaian terhadap lingkungan organisasi. penempatan sumber daya untuk mengatasi masalah sangat bergantung pada kebutuhan dan ketertarikan masing-masing individu
Kanungo dan Jaeger dalam Wirawan (2007:15) mengemukakan model budaya organisasi yang diberi nama Model of Culture Fit, seperti terdapat dalam gambar  berikut ini :
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sumber : Kanungo dan Jaeger dalam Wirawan (2007:15)

Gambar 2.9
Model of Culture Fit
Organisasi merupakan suatu sistem kompleks yang beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk dapat mengelola suatu organisasi diperlukan adanya pemahaman mengenai lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Lingkungan internal organisasi melukiskan budaya kerja internal. Lingkungan eksternal organisasi melukiskan lingkungan usaha (misalnya karakteristik pasar, sifat industri, status kepemilikan dan jarak kekuasaan). Lingkungan usaha dan lingkungan sosiobudaya dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosiopolitik (misalnya ekologi, legal.sosial, politik dan kekuatan sejarah). Lingkungan sosiobudaya mempengaruhi kerja internal dan praktik manajemen sumber daya manusia.

Dimensi-dimensi sosiobudaya terdiri atas enam dimensi sosiobudaya. Dimensi pertama adalah paternalisme yang melukiskan orang yang berkuasa berperan seperti orangtua yang menganggap penyediaan dukungan dan perlindungan kepada bawahannya merupakan suatu kewajiban. Sebaliknya, bawahan menerima dukungan dan proteksi otoritas paternal atasannya dengan menunjukkan loyalitas, rasa hormat, dan kepatuhan kepada atasannya yang berkuasa.

Pengendalian organisasi dan individu dalam organisasi pada dasarnya berkaitan dengan isu kekuasaan. Secara sederhana Gibson et.al (1997:295) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki orang tersebut. Kekuasaan melibatkan pula hubungan antara dua orang atau lebih.

2.2.4. Lingkup Pelayanan Publik
Peran fungsi dan fungsi pemerintah daerah telah mengalami pergeseran yang lebih menekankan pada aspek-aspek strategis pemerintah yang menyesuaiakan diri dengan tingkat perkembangan dan peradaban  dari suatu masyarakat. Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya sebagai daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memilki tugas dan kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan dan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah dalam rangka NKRI

Tujuan Pelayanan penyelenggaraaan publik adalah bagaimana menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat atau publik.Sehingga dalam konsep manajemen pelayanan telah menempatkan publik atau masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan kualitas pelayanan tersebut. 
Proses manajemen yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, pada prinsipnya terdapat dua startegi yang fundamental (Irawan,2003:18) yaitu:
Pertama,strategi kepuasan pelanggan haruslah mulai dengan harapan pelanggan. Secara sederhana kepuasan akan terjadi kalau intitusi mampu menyediakan produk, pelayanan dan aspek lain sesuai dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan; dan kedua, strategi kepuasan pelanggan haruslah dimulai dengan memilih pelanggan yang benar.Strategi kepuasan pelanggan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dengan startegi segmentasi.
Kedua strategi itu antara yang satu dengan yang lain saling terkait, strategi segmentasi pelanggan dalam proses pelayanan publik merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan masyarakat, namun dalam pelayanan publik seringkali menghadapi hambatan terutama dalam memformulasikannya. hambatan dijelaskan Irawan (2003:19) sebagai berikut :

Pertama, karena mental atau anggapan sebagai pelayanan umum, maka diberikan tingkat pelayanan untuk seluruh segmen-segmen yang pada dasarnya mempunyai harapan yang berbeda.Kedua,bisa juga karena monopoli maka keinginan menjadi intitusi yang focus kepada pelanggan relatif lemah.           

           Disamping itu, ditelaah dari cara kerja institusi pemerintah, juga ditemukan adanya organisasi pemerintah yang melayani masyarakat dalam melayani publik .  

Osborne dan Palstrik,(2000:170) menegaskan :
Memiliki karakteristik yang berlainan; dalam faktor pemerintah pelanggan utama adalah individu atau kelompok yang memang dirancang untuk dibantu.Pelanggan menjadi tujuan kerja organisasi pemerintah.

          Pandangan di atas melihat bagaimana karakteristik dalam pemerintahan yang utama adalah pelanggan yaitu dalam hal ini masyarakat karena tujuan kerja organisasi pemerintah adalah pelanggan/masyarakat. Sesuai dengan karakteristik dan kompleksnya pelanggan dalam pelayanan publik, Osborne dan Palstrik, (2000:172) menegaskanikan hal-hal sebagai  berikut : 
1.
Pelanggan utama: individu atau kelompok dimana pekerjaan organisasi pemerintah dirancang untuk  membantu mereka.
2.
Pelanggan sekunder; individu atau keompok lain dimana pekerjaan organisasi pemerintah dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka, tetapi sifatnya tidak langsung.
3.
Compier; adalah subjek menegakkan, mereka yang harus mematuhi hokum dan peraturan-peraturan misalnya: wajib pajak dalam kaitannya dengar. Kantor Pelayanan Pajak, pengembang dalam hubungannya dengan Dinas Tata Kelola atau mengemudi hubungannya dengan polisi lalu lintas.

4.

Stakeholder; individu atau kelompok yang memiliki kepentingandengan kinerja organisasi atau system pemerintahan, misalnya: guru dalam negeri, organisasi buruh atau kelompok bisnis dalam kaitannya dengan badan yang mengurusi keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa stakeholder, mungkin menjadi pelanggan; tetapi tidak seluruhnya didudukkan sebagai pelanggan.


Pada sub manajemen pelayanan publik itu, telah diuraikan  mengenai lima strategi pembaharuan system dan organisasi pemerintah; salah satunya adalah strategi pelanggan. Osborne dan Plastrik (2000:174) yaitu :
Pertama, member pilihan kepada pelanggan; kedua, member kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumber daya dan membawanya sesuai pilihan untuk memaksa penyedia layanan berkompetisi: dan ketiga , menetapkan standar pelayanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi standar tersebut dan menghukum mereka yang melakukan pelayanan yang tidak bisa memenuhi standar tersebut.
Kualitas pelayanan selalu fokus terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dalam membangun pelayanan berkualitas menurut Fitzsimmons and Fitzsimmons (2001:16) perlu dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara :

1.
Mengetahui sejauhmana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia layanan lainnya, nagi suatu perusahaan hal tersebut sebenarnya merupakan kerugian bagi perusahaan. Dalam kontaks pelayanan publik dimana pelayanan dilakukan secara monopolistic dimana konsumen tidak bisa memilih maka, kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi ketidak pedulian masyarakat akan layanan/pembangunan yang dilakukan.
2.
Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antarara  harapan dan pengalaman 
Petugas pelayanan merupakan  ujung tombak yang berhadapan langsung dengan publik harus memiliki profesionalisme  sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan. Zethaml et.al (2006:117) mengemukakan demensi-demensi kualitas layanan dengan mengembangkan metode SERVQUAL yang menyederhanakan 10 demensi kualitas pelayanan menjadi 5 demensi yaitu

1.
Tangible, yaitu sesuatu yang terlihat dan terbukti langsung yakni umumnya ditujukan pada tampilan kantor, kenyamana ruangan tempat memberikan pelayanan, kelengkapan fasilitas yang disediakan,adanya petugas yang melayani untuk menunjang pelaksanaan pelayanan.
2. 
Reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera akurat, memuaskan serta tepat waktu.

3. 
Resposiveness, yaitu kepekaan yang tinggi terhadap konsumen yang diikuti dengan bertindak yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Responsiveness juga melihat keinginan para petugas pemberi pelayanan untuk membantu para konsumennya.
4. 
Assurance, yaitu jaminan keamanan dalam mendapatkan pelayanan sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberian layanan.

5.  
Empathy, yaitu merasakan apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk mengerti dan memahami apa keinginannya, kemampuan dan kebutuhan pelanggan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam rangka public service harus mampu menganalisis bagaimana mengidentifikasi permasalah untuk meminimalkan terjadinya kesejangan pelayanan sehingga memuaskan masyarakat, bahwa dapat digunakan Model kesenjangan pelayan yang dikembangkan oleh zeithaml et.al. (1990:46) sebagai berikut :
Kesenjangan pertama : Kesenjangan ini merupakan perbedaan yang terjadi antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang dipersepsi manajemen memberi pelayanan sebagai kebutuhan atau harapan masyarakat. Pihak manajemen tidak memahami bagaimana pelayanan kepada masyarakat/konsumen dirancang dan tidak mengetahui dukungan pelayanan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat untuk memperoleh suatu layanan tertentu.

Kesenjangan kedua : Merupakan perbedaan sfesifikasi kualitas layanan yang ditetapkan oleh manajemen dengan persepsi para pimpinan penyelenggara pemberi layanan tentang jenis layanan dan kualitas yang diharapkan masyarakat. Seringkali kesenjangan terjadi dalam upaya menurunkan tariff layanan . Pimpinan manajemen menerapkan aturan yang membatasi petugas layanan dalam melaksanakan tugasnya diantaranya melarang kontak langsung antara petugas dengan masyarakat yang diyanani. Kenyataan ini digunakan untuk membatasi kemungkinan interaksi dengan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat atas pelayanan tertentu.

Kesenjangan ketiga : Akibat adanya perbedaan pelaksanaan pemberian pelayanan dengan standar kualitas pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar pelayanan telah ditetapkan sering dalam penyelenggaraan, pelayanan kemasyarakatan tidak sesuai dengan standar yang berlaku . Banyak kendala yang membatasi pencapaian standar pelayanan dalam praktek yang sesungguhnya.
Kesenjangan keempat :  Adanya perbedaan  pemberian pelayanan antara janji kepada masyarakat dengan praktek pelaksanaannya.

Kesenjangan kelima : Timbul perbedaan antara harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan sebenarnya yang diterima dari manajemen dan petugas pelayanan.


Cara kerja institusi pemerintah, juga ditemukan adanya organisasi pemerintah yang melayani masyarakat. Pentingnya kebijakan publik untuk setiap pelanggan, adalah karena ada berbagai alasan sebagaimana dijelaskan oleh DeVrye (1994:5), sebagai berikut :

Service is often the first thing that is mentioned and the last thing that is done. There is no better time to start than now If business is booming, you can increase your competitive edge. And,even in tough economic times,quality service is free.



Organisasi yang memberikan pelayanan berkualitas akan tetap hidup pada saat sesulit apapun. ramah tamah, senyuman, kontak mata merupakan taktik yang bisa diterapkan dalam memberikan pelayanan dan ini sama sekali tidak memerlukan biaya. Hoogerwerf dalam Wahab (2004:171) menyatakan bahwa :

Implementasi suatu kebijakan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan. Dalam hal ini antara lain memainkan peran juga kepentingan sendiri dana tujuan dari implementasi, juga penghargaan-penghargaan tentang efektifitas sarana yang dipilih, kesungguhan dari suatu masalah, latarbelakang historis, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan rutin serta pendapat-pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan harus diorganisasikan. Kekurangan dukungan umpamanya, dapat terlihat dari cara pelaksana memanfaatkan kebebasan kebijakan. Selanjutnya mungkin juga kurang kesediaan objek-objek kebijakan untuk bekarja sama pada impelentasi.

Implemetasi kebijakan akan dapat dilakukan setelah pemerintah  menjabarkan dalam peraturan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya  serta dijadikan ukuran dalam melihat implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu. Mengingat pelayanan pemerintah pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara aparatur sebagai petugas  pelayanan dengan masyarakat sebagai pelanggan. Menurut Gasperz (1997:30)” pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi tergantung padanya, dan pelanggan adalah orang yang teramat penting dan harus dipuaskan”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggan menuntut terpenuhinya standar kualitas tertentu dari pihak pemberi pelayanan. Gasperz (1997:34) menjelaskan bahwa pada umumnya pelanggan selalu menginginkan produk yang memilki karakteristik “ lebih cepat”, lebih murah, dan lebih baik dengan memperhatikan aspek waktyu, aspek biaya dan aspek kualitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat pelanggan jasa pemerintah yang selalu menginginkan pelayanan dengan karakteristik diatas dan didukung perilaku yang baik.

Gasperz (1997:33)mengidentifikasi jenis-jenis pelanggan yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

1) Pelanggan internal ialah orang yang berada dalam peruasahaan/organisasi dan memiliki pengaruh pada performance pekerjaan

2) Pelanggan antara adalah orang yang bertindak atau berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai akhir suatu produk

3) Pelanggan internal adalah pemakai akhir suatu produk, atau disebut sebagai pelanggan nyata

Pelanggan yang menjadi objek penelitian sebagaimana dijelaskan oleh Geperzt diatas terbatas pada pelanggan eksternal yaitu masyarakat yang menggunanakan jasa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan sebagai wujud dari kualitas pelayanan yang diberikan, Kotler (1997:36) mengemukakan konsep kepuasan sebagai berikut ;

Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas atau senang

Manajemen jasa kualitas pelayanan harus memperhatikan konsep manajmen jasa pelayanan sebagaimana yang dikemukan oleh Rangkuti (2003:20),yaitu :

a. Merumuskan suatu staregi pelayanan

b. Mengkomunikasikan kualitas kepada pelanggan

c. Menetapkan suatu standar kualitas secara jelas

d. Menerapkan system pelayanan yang efektif

e. Karyawan yang berorientasi kepada kualitas pelayanan

f. Survei tentang kepuasan dan kebutuhan pelanggan

Konsep mengenai kepuasan itu sendiri tidak mudah difenisikan, Namun Gasperz (1997 : 123) menyatakan bahwa “ dasar kepuasan pelanggan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang dikonsumsi”, selanjutnya menurut Engel et al dalam Tjiptono (2000:146) bahwa :

Kepuasan pelanggan merupakan purna beli dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan sedangkan ketidak puasan timbul apabila yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan 

Memperhatikan asas equity/keadilan berdasarkan kondisi dan karakteristik organisasi, maka diharapkan dapat memunculkan efektivitas dan efisiensi serta memiliki nilai ekonomis dalam melaksanakan roda organisasi.

2.2.5. Lingkup Efektivitas Organisasi

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan organisasi yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatagorikan efektif. Efektif dapat diistilahkan dengan hasil guna, dengan kata lain bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi dari efektivitas menurut Emerson dalam Handayaningrat (1995:16), yaitu ” Effectiveness measuring in term of attaining prescribed goals or objective” (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).
Pengertian di atas menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya yang lengkap dan tepat sesuai dengan program yang telah direncanakan, sehingga diharapkan pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan tujuan organisasi.

Handayaningrat (1995:16), menyatakan :

Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah, sekalipun efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh terhadap kepentingan masyarakat banyak, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Pekerjaan yang dilakukan pada suatu organisasi pemerintah nampaknya memiliki efek dan pengaruh yang cukup luas terhadap kepentingan masyarakat banyak pada berbagai bidang yang menjadi kewenangannya, seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Penyusunan rencana yang telah ditentukan, walaupun belum tentu efisien tetapi dalam pencapaian tujuannya tersebut pemerintah sudah dianggap efektif. 

Hal tersebut berarti bahwa dalam pencapaian suatu keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan tidak hanya ukuran efektivitas yang diperlukan akan tetapi tetap harus disertai dengan efisiensi dalam proses pencapaiannya. Sedarmayanti (1995:105) selanjutnya mengemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan kerja maksimal, dalam arti pencapaian target yang sesuai dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 
Efektivitas sendiri menurut Gibson et al (1997:38) berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, apakah hal ini bersifat teoritis maupun praktis. Perbedaan dalam artinya menggambarkan satu ketaatan terhadap pendekatan tujuan, pendekatan teori sistem atau pendekatan multi constituency. Hal ini menunjukkan bahwa konsep efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, artinya dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan.
Georgopoulus  dan Tannenbaum dalam Steers (1985:50) meninjau efektivitas untuk pencapaian tujuan, sebagai berikut :

Bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi.

Efektivitas ditentukan oleh adanya sumber daya yang baik, terutama menyangkut sumber daya manusia, baik ditingkat manajerial maupun pelaksana. Disamping itu, berbagai sumber daya pendukung seperti organisasi dan fasilitas pendukung juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung pencapaian efektivitas organisasi, dengan tujuan agar target, baik kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Gibson et al menyebutkan ada berbagai pandangan mengenai efektivitas, seperti yang disarikan oleh Harits (2002:109) :

a. Efektivitas individu yang menekankan pada (1) hasil karya pegawai atau anggota tertentu dari organisasi dan (2) prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi.

b. Efektivitas kelompok yang menekankan pada (1) bekerja secara bersama-sama dalam kelompok, dan (2) hasil yang dicapai jumlah kontribusi dari semua anggotanya.

c. Efektivitas organisasi terdiri dari individu dan kelompok yang menekankan pada hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Tingkat yang paling dasar adalah efektivitas individu, yang menekankan pada kinerja pegawai atau anggota organisasi. Tugas yang harus dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi dalam organisasi.

Organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karenanya efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Tetapi efektivitas organisasi lebih dari sekedar penjumlahan efektivitas individu dan kelompok melalui efek sinergis, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan bagian-bagiannya. Kenyataannya dasar pemikiran organisasi dengan maksud agar dapat melakukan pekerjaan masyarakat dimana mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding bila mungkin dilakukan oleh upaya individual.

Hubungan ketiga pandangan mengenai efektivitas diperlihatkan pada gambar berikut ini :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sumber :  Lawless dikutip Gibson et.al dalam Harits (2002:110)

Gambar 2.10
Tiga pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi

Tanda panah menunjukkan bahwa efektivitas kelompok tergantung dari efektivitas individu, sementara efektivitas organisasi tergantung dari efektivitas individu dan kelompok. Hubungan sesungguhnya di antara ketiga pandangan akan bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti tipe organisasi. Pekerjaan yang dilakukan dan teknologi yang dilakukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas, seperti kebijakan pemerintah, peristiwa internasional seperti kondisi ekonomi secara umum dan aktivitas sosial yang diluar kendali manajemen. Jadi efektivitas kelompok-kelompok adalah lebih besar dibanding hanya penjumlahan efektivitas individu karena sinergi terbentuk melalui usaha bersama.
Katz dan Kahn dalam Steers (1985 ; 55), memandang efektivitas organisasi sebagai fungsi bersama (joint function) dari efisiensi dan efektivitas kebijakan jangka pendek dengan asumsi  bahwa faktor-faktor tersebut dapat dipertahankan dalam perjalanan waktu. Dimana lebih lanjut sebuah organisasi dalam jangka panjang akan memperlihatkan keempat karakteristik yang dikemukakan pada efektivitas organisasi, seperti pertumbuhan, penyimpangan energi, kelangsungan hidup dan pengendalian terhadap lingkungan.

Menurut Hick dalam Silalahi (2002:125) ada beberapa elemen-elemen kerja yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, antara lain :

1. Sumber daya manusia (human resources), yaitu :

a. kemampuan mengerjakan

b. kemampuan mempengaruhi

2. Sumber daya non manusia (non human resources), yaitu meliputi benda-benda ekonomi.

3. Kemampuan menggunakan sumber daya konseptual (conceptual resources) dari kelompok tertentu dari anggota kelompoknya seperti manajer-manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen atau tugas-tugas manajerial.

Keberhasilan seorang administrator dalam memimpin organisasi sering diukur dari sudut pencapaian efektivitas dalam pengertian bahwa administrator yang baik ialah seseorang yang memiliki kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugasnya untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Semakin besar pencapaian ke arah tujuan, semakin efektif organisasi itu bekerja. Sumber daya manusia dan perilaku manusia merupakan fokus utama dalam mencapai efektifitas organisasi.

Steers (1985:159) lebih lanjut memberikan pandangan mengenai tinjauan kembali atas berbagai pengaruh pada efektivitas yang menghasilkan identifikasi enam bidang yang dianggap dapat memperlancar pencapaian tujuan dan meningkatkan efektivitas, sebagai berikut :

1. Penyusunan tujuan strategis.

2. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya.

3. lingkungan prestasi.

4. Proses komunikasi.

5. kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

6. Adaptasi dan inovasi organisasi.

Sejalan dengan uraian di atas, Siagian dalam Harits (2002:114) mengemukakan pendapat mengenai adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi :

1. Suasana kerja yang memungkinkan berkembangnya daya kreativitas setiap orang dalam organisasi.

2. Suasana kerja yang merangsang timbulnya perasaan sepenanggungan dan seperasaan.

3. Situasi lingkungan intern dimana jiwa anggota-anggota suatu keluarga besar selalu diusahakan dapat berkembang.

4. Kondisi pekerjaan secara fisik menyenangkan, tempat kerja tidak menyesakkan nafas, ventilasi cukup, tata ruang rapi dan bersih, fasilitas kerja yang memadai dan sejenisnya.

5. Terciptanya iklim saling mempercayai dan bukan saling mencurigai

6. Adanya kesepakatan mengembangkan kemampuan karyawan secara sistematis dan berencana yang dikaitkan dengan pengembangan karir dan digunakan sebagai wahana mempersiapkan karyawan dalam proses memikul tanggungjawab yang lebih besar di kemudian hari.

7. Pengikutsertaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

Faktor-faktor tersebut di atas, sangat dominan terhadap tingkat efektivitas suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Sebuah organisasi yang efektif akan berusaha menciptakan suasana kerja dimana para pekerja tidak hanya melaksanakan persyaratan kerja  yang utama saja, tetapi juga memikul tanggungjawab berpikir dan bertindak secara kreatif dengan peningkatan efisiensi maupun usaha menuju tujuan.

Sifat efektivitas organisasi adalah pengertian tujuan dan pencapaian tujuan individu dianggap menggabungkan diri dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan pribadi (seperti penghasilan, status, pekerjaan yang berarti) secara lebih baik. Demikian pula organisasi dipandang sebagai kesatuan pengejar tujuan yang berusaha menggabungkan usaha bersama para anggotanya untuk sasaran keseluruhan organisasi (misalnya: laba, pertumbuhan, produktivitas).

Efektivitas secara umum paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mencapai tujuan operasi dan tujuan operasional. Peranan manajemen dalam keadaan demikian adalah mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu menekan ancaman dan tekanan ekstern sampai seminimal mungkin dan memperlancar pencapaian tujuan akhir organisasi.

Pemahaman terhadap efektivitas organisasi dilihat dalam sebuah model, dimana model tersebut menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas, dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Model ini mengimplikasikan bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana berbagai komponen organisasi saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana saling berhubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya organisasi. Steers (1985:208) mengemukakan tiga dimensi dari model ini sebagai berikut :
1. Konsep optimasi tujuan.

2. Perspektif sistem.

3. Tekanan pada perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Perancangan optimisasi tujuan mengakui kenyataan bahwa sebagian besar organisasi tidak dapat memaksimalkan tujuan tertentu meskipun mereka menghendakinya. Sebaliknya, berdasarkan pengakuan akan adanya faktor-faktor pembatas terhadap tingkah laku dan prestasi organisasi, para manajer yang efektif dianggap menentukan dan mengejar tujuan yang optimal (yaitu, tujuan yang diinginkan yang telah dibatasi atau dimodifikasi oleh sumber daya yang tersedia).

Optimisasi adalah sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan tingkat kepentingan bagi organisasi. Dikemukakan disini bahwa efektivitas harus dinilai terhadap yang bisa dilaksanakan ini, dan bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum. Perspektif sistem memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan organisasi. Jika hubungan ini dikenal dengan jelas, akan lebih mudah bagi manajer mengambil tindakan tegas untuk memperlancar pencapaian tujuan berkat bertambahnya pengertian mereka mengenai dinamika organisasi.

Tekanan pada perilaku manusia dalam susunan organisasi mengandung pengertian jika kita ingin mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor penentu efektivitas, kita harus meneliti unit dasar analisis dalam penentuan ini; kita harus meneliti perilaku kerja. Jika para anggota organisasi menyetujui sasaran pimpinan mereka, maka dapat diperkirakan bahwa tingkat usaha yang mereka tujukan untuk mencapai sasaran-sasaran ini akan tinggi, dipihak lain jika sasaran organisasi sebagian besar tidak cocok dengan kebutuhan dan tujuan pekerja, sulit untuk percaya bahwa mereka akan memaksimalkan kontribusi mereka. 
Efektivitas sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dan bukan sebagai keadaan akhir. Atas dasar pertimbangan waktu kita dapat mengevaluasi efektifitas jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Selanjutnya rangkaian teori yang telah dikemukakan di atas, dibuat dalam gambaran pemikiran yang akan dijadikan landasan penelitian, sebagai berikut :

	
Grand Theory

	Middle Range Theory

	Operasional Theory
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Berdasarkan gambar di atas peneliti mengajukan alur berpikir penelitian bahwa dalam paradigma pemikiran yang diajukan peneliti melihat bagaimana dari berbagai pendekatan administrasi yang berkembang, dimana di awali dari grand teori yaitu teori publik administration, Siagian (2002:8), midel teori kebijakan publik dan perilaku organisasi, yang menjadi operasional teori adalah teori budaya organisasi dari Jones (1995) dan implementasi kebijakan dari Hoogerwerf (1983).
2.3.   Kerangka Berpikir
Berkaitan  dengan kebijakan yang dibahas di atas,  maka pengertian kebijakan sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perilaku negara pada umumnya. Maksud dari kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Anderson dalam Islamy (2002:17) itu adalah “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah”.
Terdapat aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan berupa implementasi kebijakan sebagai suatu pelaksanaan yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pengambil keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia. Seringkali terdapat anggapan bahwa kebijakan yang telah disahlkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya akan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor yang meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi, Edward III (1980 : 9) menyatakan bahwa :

In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask : what are the preconditions for successful policy implementation ? What are the primary obstacles to successful policy implementation ? in the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic policy.

          Pendapat di atas memandang pendekatan dalam melaksanakan kebijakan dilihat dari bagaimana empat faktor kritisnya yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap atau disposisi pelaksana dan birokrasinya. Selanjutnya Van Meter Van Horn dalam Winarno (2000:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai :
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha yang mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi setelah peraturan ditetapkan, dana, SDM, dan sarana serta prasarana disiapkan, oleh karena itu Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (2002:65) mengingatkan bahwa :”…proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus”. 

Implementasi kebijakan menurut pendapat Edwards III (1980:1) menyebutkan bahwa :

Policy implementation,as we have seen,is the stage policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision,or formulation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it effects.
Pendapat di atas menyebutkan bahwa Implementasi  kebijakan yang membuat  kebijakan sebagaimana yang dilihat adalah suatu  panggung kebijakan yang dibuat antara stabilitas seperti aksi legeslatif perintah eksekutif memberikan keputusan yudisial, atau regulasi dan sebab akibat kebijakan untuk masyarakat yang terkena dampaknya.
Cakupan tindakan dari implementasi kebijakan publik disebutkan oleh Edwards III (1980:2) yaitu :

Implementing a publik policy may include a wide variety of actions: issuing and enforcing directives, disbursing funds, making loan , awarding grants, signing contract, collecting data, disseminating information, analyzing problem, assigning and hiring personnel, creating organizational unit, proposing alternative, planning for future, and negotiating with privatite citizens, businesses, interest groups, legislative committees, bureautic units and even or the countries. 

Pendapat di atas menyebutkan bahwa dalam Implemetasi dari kebijakan publik dapat dapat mencakup beberapa varietas tindakan : issue yang membicarakan dan memaksa secara langsung kontrak, mengkoleksi data, menyebarkan informasi, menganalisis masalah, memperkerjakan pegawai, membuat unit organisasi, mengusulkan alternatif, perencanaan untuk masa depan dan negosiasi dengan masyarakat bisnis, kelompok yang tertarik, komite legeslatif, unit birokrasi , dan sampai luar negeri. 

Secara konseptual Marse dalam Hoogerwerf (1983: 157) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah “sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih”. Pengertian tersebut bukan berarti bahwa dengan penetapan suatu kebijakan seluruh tindakan-tindakan sudah ditentukan secara keseluruhan dalam suatu program.

Terkait dengan konsep di atas Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aspek sebagai berikut : 
a) informasi, b) isi kebijakan, c) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), d) pembagian potensi.” Khusus dukungan masyarakat yang berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. 
Berdasarkan pendapat di atas dengan demikian maka ke empat faktor tersebut dapat dijadikan dimensi untuk pengukuran implementasi kebijakan.Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Maarse dalam Hoogerwerf,  (1983:162). Terkait dengan Implementasi Kebijakan mengatakan bahwa :

Keseluruhan aktor yang pada saat tertentu terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan sebagaimana juga hubungan-hubungan satu sama lain dapat juga disebut sebagai jaringan kelembagaan mitra pelaksanaan kebijakan. Komposisi jaringan kemitraan ini tergatung pada tahap pelaksanaan.
Model persyaratan implementasi kebijakan publik Maarse dalam Hoogerwerf  (1983:168) menyatakan bahwa isi kebijakan yang samar-samar, kontradiksi, tidak jelas akan membingungkan para pelaksana, sehingga akan memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda. Untuk itu, menurut Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) ada empat aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu:

1.  Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.

2. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan.

3. Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.

4. Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

Implementasi kebijaksan yang tidak berhasil,  akan menimbulkan pertanyaan tentang sebab-musababnya. hal ini dapat memberi pemahaman yang penting mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan dapat dikembangkan. Hal-hal yang menjadi dasar dari kegagalan pelaksanaan kebijaksanaan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Hal ini ada sangkut pautnya dengan isi dari kebijaksan yang harus dilaksanakan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, banyaknya dukungan bagi pelaksanaan, banyaknya dukungan bagi kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya). Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi terhadap kebijakan menurut Maarse  dalam Hoogerwerf ,(1983:168), yaitu :
1. Isi  Kebijakan ; Isi dari kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara. Beberapa pokok utama adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pertama-tama dapat gagal karena samar-samar isi  dari banyak kebijakan (tujuan-tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama tidak ada). Isi kebijakan yang samara-samar sering akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi para pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan interprestasi yang berbeda-beda dari system kebijakan. Terlebih jika rantai pelaksanaan panjang, maka kemungkinan pergeseran tujuan lebih besar.

2. Informasi ; Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan, bahwa actor-aktor yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi itu sering tidak ada sebagai akibat gangguan dalam struktur komunikasi. Juga masalah-masalah dapat meruncing, karena struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan.

3. Dukungan ; Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika pada pelaksanaan tidak cukup dukungan untuk kebijakan ini. Dalam hal ini memainkan peranan juga kepentingan sendiri dan tujuan dari pelaksanaan, juga pengharapan-pengharapan mereka tentang efektivitas sarana-sarana yang dipilih, kesungguhan dan situasi masalah, latarbelakang histories, tradisi dan kebiasaan kebiasaan rutin juga pendapat-pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan harus diorganisasikan. Kekurangan dukungan dapat dilihat dari cara pelaksana memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selain itu juga kurang kesediaan objek-objek kebijakan untuk bekerja sama pada pelaksanaan kebijakan.

4. Pembagian Potensi ; Dalam hal ini adalah pembagian potensi di antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksaan. Mengenai organisasi pelaksana maka dalam hubungan ini antara lain tingkat deferensiasi dari tugas-tugas dan wewenang sangat penting. Struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah-masalah, apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Ungkapan tersebut memberikan gambaran bahwa faktor-faktor tersebut di atas menjadi sangat penting untuk dapat dipahami, dikarenakan pada implementasi kebijakan, aspek tersebut dapat mempengaruhi suatu kebijakan,  bawah ini dapat dijelaskan secara rinci aspek-aspek tersebut :

Isi kebijakan, merupakan aspek yang mempengaruhi kelancaran implementasi. Marse dalam Hoogerwerf (1983:169) mengatakan bahwa : ”implementasi pertama-tama dapat gagal karena samar-samar isi dari banyak kebijakan (tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada”. Isi kebijakan harus jelas, karena isi kebijakan yang samara-samar akan salah pemahaman ketika implementasinya. Seperti Marse dalam Hoogerwerf  (1983:169) menyebutkan bahwa : 

Isi kebijakan yang samar-samar sering akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi para pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan interpretasi yang berbeda-beda dari isi kebijakan, terlebih jika rantai pelaksanaan panjang, maka kemungkinan pergeseran tujuan yang lebih besar. Jika kebijakan masih dapat kekurangan, akhirnya akan menimbulkan kelonggaran yang menjembatani mengelakan objek-objek kebijakan terhadap kewajibannya. Ketidaklengkapan isi kebijakan dapat terjadi karena tidak memuat bersifat teknis atau belum di atur.

Lebih jauh Marse dalam Hoogerwerf (1983:169) menggambarkan implementasi kebijakan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan diperkirakan aktor yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat   mempermainkan perannya dengan baik. Informasi ini ternyata serimg tidak ada, umpamanya sebagai akibat gangguan dalam struktur komunikasi.


Informasi yang diperlukan oleh aktor pelaksana seringkali tidak jelas, dan kurang memadai, bahkan mungkin tidak ada sama sekali karena gangguan struktur organisasi atau ada sumbatan pada saluran organisasi pelaksana. Pelaksana yang jauh dari pusat memungkinkan kurang mengetahui keinginan atasannya. Dan ditingkat manajemen atas kurang mengetahui banyak persoalan yang terjadi dibawahnya. Selanjutnya Marse dalam Hoogerwerf (1983:170) menyatakan bahwa :

”.... harus terdapat struktur komunikasi yang mampu memperlancar arus informasi baik antar pelaksana dan antara pelaksana dengan objek kebijakan”, Informasi akan mudah mengakibatkan gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat baik pada objek kebijakan maupun pada pelaksana.

Dukungan kebijakan, sebagai aspek yang mendukung seperti yang dikemukakan  Hoogerwerf (1983:171) menyatakan bahwa :

Implementasi suatu kebijakan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan. Dalam hal ini antara lain memainkan peran juga kepentingan sendiri dana tujuan dari implementasi, juga penghargaan-penghargaan tentang efektivitas sarana yang dipilih, kesungguhan dari suatu masalah, latar belakang historis, tradisi dan kebiasaann-kebiasaan rutin serta pendapat-pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan harus diorganisasikan. Kekurang dukungan umpamanya, dapat terlihat dari cara para pelaksana memanfaatkan kebebasan kebijakan. Selanjutnya mungin juga kurang kesediaan objek-objek kebijakan untu bekerja sama pada implementasi.

Pembagian potensi, kebijakan sebagai faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan adalah pembagian potensi, Marse dalam Hoogerwerf (1983:173) menyatakan bahwa :

Struktur dari organisasi pelaksanaan yang ada dapat juga mengakibatkan masalah-masalah, apabila pembagian wewnang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai oleh pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Pembagian potensi dilakukan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang harus sesuai dengan pembagian tugas atau batas kerja yang jelas dan seimbang sehingga dapat dilaksanakan. Pembagian potensi yang tidak sesuai akan mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan mengakibatkan kurang jelasnya aktor yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dapat terlaksana bilamana dijabarkan dalam suatu peraturan atau pedoman pelaksanaan kerja secara operasional atau dalam bentuk standar operasional prosedur.Pengambilan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh  Maarse, didasarkan kepada pertimbangan bahwa esensi teori yang digunakan oleh pakar tersebut cukup relevan dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti. Dipandang relevan karena esensi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Maarse tersebut menerangkan tentang aspek aspek yang ada sangkut pautnya dengan isi dari kebijaksanaan yang harus dilaksanakan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, banyaknya dukungan bagi pelaksanaan, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus dilaksanakan.
Pelaksanaan atau implementasi merupakan bagian yang paling sulit dari proses kegiatan. Kebijakan Pengelolaan  yang akan diimplementasikan memerlukan memelukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan. Persyaratan berperan mengarahkan kepada para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan. Dan persyaratan merupakan hal-hal yang harus ditaati dalam proses implementasi, bukan terletak idealnya perumusan kebijakan.
Keterkaitan budaya organisasi dengan implementasi kebijakan publik secarara simultan dalam mencapai efektivitas organisasi dapat ditinjau dari aspek budaya itu sendiri, pendapat Agustino (2006:173) yang menyatakan bahwa “faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan adalah adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut, tidak adanya kepastian hukum, keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi (yang tidak se ide dan segagasan dengan kebijakan) dan ketidak patuhan selektif terhadap hukum.

Nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tertentu, harus diikuti dan disesuaikan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan, jika tidak maka kebijakan itu akan ditolak oleh masyarakat, dengan demikian maka nilai-nilai yang merupakan isi budaya organisasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Jenkin dalam Parsons (1997:461) mengatakan bahwa :

A studi of implementation is a study of change : how change accur, possibly how it may be included. Its is also a study of micro-structure of political life; how organisasion out side and inside the political system conduct their affairs and interact with one another; what motivated them to act in the way they di and what might motivate them to act differently.

Pendapat Persons tersebut di atas dapat diterangkan bawah implementasi kebijakan adalah suatu proses perubahan dan bagaimana perubahan itu terjadi dan Parsons (1997:476) menyatakan bahwa “culture as a model of implementation failure and oganizational improvement. The culture model has many exponents”. Jadi kegagalan implementasi kebijakan dan pengembangan organisasi di karenakan budaya organisasi. Handy dalam Parsons (1997:476) menyatakan bahwa:

 There are four main types of culture:power, role, task and person. These turn oganizations into coherent tribes, with value, private languanges, tales and heroes. And strong cultures makes for strong organizations which do not suit all times, purposes and individuals, each can, he argues, be good and effective cultures, but they can lead in effectiveness and failure. Each type of culture has a patron good which symbolizes it’s cultural value and structure:

a. Power culture : a web in which decisions are the outcome of power and influence. 

b. Role culture: a greek temple whose culture is one of rationality and fungtion. Bureaucracies have come to typify these cultures

c. Task culture : a net-like culture which is concerned with getting tasks done. It is efficient and adaptive to the demands of consumers. Handy belives it has no patron god;

d. Peson culture: a cluster culture in which individuals predominate over structure and organization. Rarely found. Save in communes. 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat diilustrasikan peneliti bahwa budaya organisasi terkait dengan power culture, role culture, task culture dan person culture yang berperan penting dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan publik juga mempengaruhi budaya organisasi secara dinamis karena implementor atau pelaksana kebijakan bersedia beradaptasi dengan luar organisasi yang mengalami perubahan. 
Sejalan dengan pendapat Chatab (2007:88) bahwa “Kunci perubahan budaya sangat ditentukan oleh perubahan perilaku individu dan tema perubahannya, sedangkan perubahan  perilaku sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerialnya”. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dan budaya organisasi saling mempengaruhi, sehingga keadaan tersebut mendorong terciptanya perubahan dan pengembangan organisasi secara dinamis dalam mewujudkan efektivitas organisasi. 

Pelaksana kebijakan dalam organisasi, khususnya organisasi publik memiliki nilai-nilai yang bersama yang secara psikologis menjadi kekuatan organisasi publik untuk mendorong seluruh anggota organisasi untuk bersikap berprilaku dan akhirnya menghasilkan efektivitas organisasi secara keseluruhan, sehingga budaya organisasi adalah kekuatan bagi terlaksananya implementasi kebijakan publik.

Perwujudan dan pelaksanaan tindakan suatu kebijakan oleh Vigoda (2002:81) lebih lanjut dinyatakan :

“Dealing with concepts such as a Third Way for governance, administrative responsibility, and implementation public policy making, as well as ideas of putting public officials, first and effectiveness organizations performance measurement in public agencies, this essay provides a useful comparative view of the current state of administrative reforms in modern societies.”.

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa konsep dalam pemerintahan tanggung jawab administratif dan pembuatan implementasi kebijakan publik, serta ide-ide menempatkan pejabat publik, yang pertama dilakukan oleh lembaga publik dalam pengukuran kerjanya harus memperhatikan efektivitas organisasi di lembaga-lembaga publik, hal ini memberikan pandangan komparatif yang berguna dari kondisi saat ini mengenai reformasi administrasi dalam masyarakat modern, sehingga implementasi kebijakan mempunyai dampak positif jika dilaksanakan secara efektif oleh stakeholder.
Berangkat dari berbagai pandang di atas, maka penulis berasumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu, selain ditentukan oleh proses, tujuan dan sasaran kebijakan juga ditentukan oleh hasil akhir atau out put dari kebijakan tersebut. Secara esensial, out put dari implementasi kebijakan Pelayanan perijinan terpadu, akan tercermin dari seberapa jauh aparatur Badan Pelayanan Perzinan Terpadu mampu menterjemahkan kebijakan tersebut secara nyata sesuai dengan sasaran kebijakan.  Mengingat institusi inilah yang langsung memberikan layanan publik, maka kemampuan menterjemahkan kebijakan yang dimaksud akan tergambar dari seberapa tinggi tingkat efektivitas kerja pegawainya dalam pelayanan publik yang diberikan.   

      
Organisasi diperankan tidak semata-mata sebagai alat bantu yang lebih difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu. Peran organisasi sebagai sebuah realitas sosial menganggap organisasi seolah-olah layaknya sebuah masyarakat. Pemeranan organisasi seperti ini oleh Morgan dalam Sobirin (2007:45) disebut sebagai “organisasi sebagai sistem budaya”

Budaya mengimplikasikan adanya dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan interdependen. Teoritikus budaya organisasi, Schein dalam Wirawan (2007:8), mendefinisikan budaya organisasi sebagai berikut :

 “ … a pattern of basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration – that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the corrected way to perceive, think, and feel in relation to those problem.”
Definisi di atas menjelaskan bahwa budaya organisasi sebagai suatu pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang dalam suatu proses yang adaptif baik dengan lingkungan eksternal maupun berintegrasi dengan lingkungan internal. Asumsi dasar tersebut telah terbukti dapat diterapkan dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan dianggap valid. Oleh karena itu,  asumsi dasar yang berkembang dalam suatu organisasi  tersebut dapat diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk mempersepsikan, berpikir dan memiliki pemahaman yang kuat dalam hubungan problem tersebut.

Owen dalam Wirawan (2007:9), mendefinisikan budaya organisasi, sebagai berikut :

“… the norm that inform people what is acceptable and what is not, the dominant values that the organization cherishes above others, the basic assumption and beliefs that are share by members of the organization, the rules of the game that must be observed if one is to get along and be accepted as a member, the philosophy that guide the organization in dealing with its employees and its clients”
Budaya organisasi oleh Owen dianggap sebagai suatu norma yang menginformasikan anggota organisasi mengenai apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima, nilai-nilai dominan yang dihargai organisasi di atas yang lainnya, asumsi dasar dan kepercayaan yang dianut oleh semua anggota organisasi, termasuk adanya peraturan yang mengikat didalamnya.

Sementara itu, menurut Wirawan (2007:10), budaya organisasi didefinisikan sebagai :

“norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan mencapai tujuan organisasi.”

Pengertian di atas menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan karakteristik organisasi, bukan individu anggotanya, sehingga jika organisasi disamakan dengan manusia, maka budaya organisasi merupakan personalitas atau kepribadian organisasi. Akan tetapi budaya organisasi membentuk perilaku organisasi anggotanya, bahkan tidak jarang perilaku anggota organisasi sebagai individu.
Budaya kerja merupakan suatu nilai moralitas yang dominan dalam rangka melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah organisasi, sehingga diperoleh dayaguna dan hasilguna pemanfaatannya untuk pengembangan organisasi pemerintah. Dengan dikeluarkannya kebijakan operasional tentang budaya kerja, maka sudah seharusnya aparatur pemerintah mengacu kepada peraturan tersebut, sehingga diharapkan memunculkan budaya kerja aparatur yang professional. 

Menurut Jones (1995: 13) budaya organisasi, adalah sebagai berikut :

Organizational culture is the set of shared values that control organizational members, interactions with each and with suppliers, customers and other people inside the organization, by the ethics of the organization, by the employment rights given to employees, and by the type of structure use by the organization.
Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi adalah himpunan nilai-nilai bersama yang mengontrol anggota organisasi, interaksi dengan masing-masing dan dengan pemasok, pelanggan dan orang lain dalam organisasi, oleh etika organisasi, dengan hak-hak kerja yang diberikan kepada karyawan, dan oleh jenis penggunaan struktur oleh organisasi hal tersebut berarti budaya organisasi menghimpun dan mengontrol setiap kegiatan yang berhubungan dengan organisasi, apakah dari segi internal organisasi maupun dari segi eksternal organisasi. Lebih lanjut Jones (1995: 178) mengemukakan :

Organizational culture develops from the interaction of four factors: the personal and professional characteristics of people within the organization, organizational ethics, the property rights that the organization gives to employees, and the structure of the organization. The interaction of these factors produces different organizations and causes changes in culture over time.
Pendapat tersebut mengemukakan bahwa budaya organisasi berkembang dari interaksi dari empat faktor: karakteristik pribadi dan profesional dari orang dalam organisasi, etika organisasi, hak pegawai, dan struktur organisasi. Interaksi faktor ini menghasilkan organisasi yang berbeda dan menyebabkan perubahan budaya dari waktu ke waktu. Selanjutnya Jones (1995:179) menegaskan bahwa dalam budaya organisasi berkembang dari interaksi empat faktor yaitu :  
1. Karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi. (the personal and professional characteristics of people within the organization). Adalah :
Karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi, bahwa Sumber utama dari budaya organisasi adalah orang yang membentuk organisasi. mengapa budaya berbeda, melihat anggotanya. Organisasi yang satu dengan lainnya mengembangkan budaya jelas berbeda karena mereka menarik, memilih dan mempertahankan orang-orang yang memiliki nilai yang berbeda, kepribadian, dan etika dapat tertarik ke sebuah organisasi yang nilai-nilai mereka cocok dan sama, sebuah organisasi memilih orang yang berbagi nilai dan seiring waktu, orang yang tidak cocok akan pergi. Hasilnya adalah bahwa orang di dalam organisasi menjadi lebih baik, budaya yang menjadi lebih dan lebih berbeda dari yang organisasi serupa. Pemimpin dalam organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi karena nilai-nilai pribadinya dan keyakinan. Pemimpin mengatur peran untuk perkembangan selanjutnya dari suatu budaya karena mereka tidak hanya membangun nilai-nilai organisasi baru, tetapi juga mempekerjakan anggota pertama. mungkin, orang-orang yang dipilih oleh pemimpin memiliki nilai dan kepentingan yang sama dengan pemimpin. Seiring waktu, anggota mengikuti dan melestarikan nilai-nilai sang pemimpinnya dalam organisasi.
2. Etika organisasi (organizational ethics). Adalah : 
Etika organisasi bahwa Banyak nilai-nilai budaya berasal dari kepribadian dan kepercayaan dari pemimpin dan tim manajemen puncak dan dalam arti tertentu di luar kendali organisasi, Sebuah organisasi bisa, bagaimanapun, secara sadar dan sengaja mengembangkan nilai-nilai budaya tertentu untuk mengendalikan perilaku anggota. Nilai-nilai etis termasuk dalam kategori ini. Etika organisasi adalah nilai-nilai moral, keyakinan dan aturan yang menentukan cara yang tepat bagi para pemangku kepentingan organisasi untuk menghadapi satu sama lain dan dengan lingkungan organisasi.
3. Hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai (the property rights that the organization gives to employees). Adalah :
Hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai bahawa Nilai-nilai dalam budaya organisasi mencerminkan etika individu dalam organisasi, kelompok profesional, dan masyarakat di mana organisasi ada. Nilai-nilai dalam budaya organisasi juga berasal dari bagaimana organisasi mendistribusikan hak pegawai, hak yang organisasi berikan kepada para anggotanya untuk menerima dan menggunakan sumber daya organisasi. Hak kekayaan mendefinisikan hak dan responsibilitas dari setiap kelompok stakeholder dalam dan menyebabkan pengembangan norma-norma yang berbeda, nilai dan sikap terhadap organisasi.
4. Struktur Organisasi (the structure of the organization). Adalah :
Struktur Organisasi, bahwa melihat bagaimana nilai-nilai yang mengkoordinasikan dan memotivasi pegawai yang ada dalam organisasi, etika, dan distribusi hak pegawai antara berbagai pemangku kepentingan. Sumber keempat budaya adalah struktur organisasi. Ingat bahwa struktur organisasi adalah sistem formal aturan dan tugas dan wewenang bahwa membentuk organisasi untuk mengendalikan kegiatannya. Karena struktur yang berbeda menimbulkan budaya yang berbeda, manajer perlu merancang jenis tertentu struktur organisasi untuk menciptakan jenis tertentu budaya organisasi. Struktur mekanistik dan struktur organik, misalnya, menimbulkan seting yang sama sekali berbeda dari nilai-nilai budaya. Nilai-nilai, aturan, dan norma-norma dalam struktur mekanistik berbeda dengan dalam struktur organik.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas karakteristik budaya organisasi merupakan penjabaran perubahan budaya dari waktu ke waktu. Pengambilan teori budaya organisasi dari pendapat Jones dikarenakan menurut peneliti bahwa teori yang dikembangkan oleh Jones menurut peneliti cukup relevan, hal ini dikarenakan bahwa karakteristik personal dan profesional harus dilandasi oleh etika organisasi dengan mempertimbangkan hak-hak yang diberikan organisasi menyebabkan struktur organisasi memperkuat sistem secara formal yang pada akhirnya mengendalikan efektivitas organisasi
Selanjutnya menurut Steers (1985:205) “efektivitas organisasi merupakan kebutuhan mendapat dan memanfaatkan sumber daya dalam mengejar tujuan organisasi, produktivitas, kemampuan kerja, dan kemampuan dalam mencapai hasil/laba yang diharapkan”.
Efektivitas organisasi selanjutnya dapat diukur dari segi efektivitas kerja dalam pencapaian tujuan sebagai kriteria terakhir. Definisi dari efektivitas organisasi berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi serta pemenuhan kebutuhan kemampuan pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. 

Pengertian efektivitas menurut Gibson, et al (1997: 25), menegaskan bahwa efektivitas menggambarkan akibat dan kualitas hasil yang diusahakan. Untuk mengukur efektivitas atau hasil guna, perlu membandingkan realisasi atau kenyataan hasil dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana, baik ditinjau dari segi waktu, jumlah dan mutu kualitas.

Simon dalam Syafrudin (1978 : 223), menjelaskan pula bahwa:

“Efektivitas organisasi dalam usahanya mencapai tujuan dalam setiap kegiatan, tidak tergantung pada aktifitas perangkat kerjanya itu sendiri, tetapi juga pada bagaimanakan hubungan aktifitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh perangkat kerja pada unit kerja lainnya. Padahal pelaksanaan yang sukses atas tugas oleh antar unit kerja dalam organisasi membutuhkan tingkat koordinasi vertikal yang tinggi”.

Pengertian diatas, memberikan pemahaman bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi nampaknya tidak hanya tergantung pada aktifitas yang dilakukan oleh para anggotanya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing, tetapi juga hubungan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dalam melakukan aktifitas itu sendiri menjadi penentu terhadap sukses atas tugas yang telah ditentukan oleh organisasi.

Selanjutnya Gibson, et al   (1997:27) menjelaskan sebab-sebab efektivitas organisasi sebagai berikut :

a. Efektivitas Individu. Sumber-sumber keefektifan individu mencakup beberapa hal, diantaranya kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stress.

b. Efektivitas Kelompok. Sebab-sebab dari keefektifan kelompok mencakup beberapa hal diantaranya kepandaian, kepemimpinan, struktur, status, peranan, dan norma-norma.

c. Efektivitas Organisasi. Sumber atau sebab-sebab dari keefektifan organisasi mencakup lingkungan, teknologi, struktur, proses, dan kebudayaan.

Efektivitas merupakan rangkaian atau tahapan proses, yang dimulai dari efektivitas individu, kemudian efektivitas kelompok dan barulah kemudian meluas menjadi tingkatan efektivitas organisasi.

Gibson, et al (1997:29)  juga mengungkapkan pendekatan menurut tujuan yang menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu.  Meski pendekatan tujuan ini kelihatan sederhana, tetapi mengandung juga beberapa persoalan antara lain:

1. Pencapaian tujuan tidak dapat segera diukur pada organisasi yang tidak memproduksi barang-barang yang berwujud (tangible outputs).

2. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan tercapainya satu tujuan sering kali dihalangi atau mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain.

3. Adanya beberapa tujuan “resmi” yang harus dicapai dan disepakati oleh semua anggota, adalah diragukan. Banyak ahli riset menyatakan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan di antara para manajer mengenai tujuan khusus dari organisasi mereka.

Alternatif dari pendekatan menurut tujuan, menurut Gibson, et  al(1997 : 29) selanjutnya adalah teori sistem. Melalui teori ini, konsep efektivitas organisasi  seorang manajer diharapkan dapat mempunyai pandangan yang lebih luas tentang organisasi yang dipimpinnya bukan hanya pemahaman tentang efektivitas individu, kelompok dan organisasi saja, akan tetapi mencakup suatu elemen yang luas, yaitu lingkungan.

Menurut pendekatan bidang sasaran/goal domain approach, efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan bidang-bidang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Karena itu dibedakan antara efektivitas internal dan efektivitas eksternal, dimana efektivitas internal diukur berdasarkan kepuasan dan motivasi karyawan sedangkan efektivitas eksternal diukur berdasarkan hubungan organisasi dengan keseluruhan elemen dari lingkungannya.

Menurut Steers, beberapa faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok, sebagaimana nampak pada gambar sebagai berikut    :
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Sumber : Steers (1985:8)

Gambar 2.12
Faktor-faktor Penyumbang Efektivitas Organisasi
Gambaran diatas memaparkan bahwa dalam setiap penelitian efektivitas organisasi hal yang penting adalah tindakan memperinci sifat hubungan antara beberapa rangkaian variabel pokok yang secara bersama-sama akan mempengaruhi hasil yang diinginkan. Rangkaian faktor-faktor yang beraneka ragam tersebut harus disatukan menjadi suatu susunan pengetahuan yang logis dan konsisten sehingga dapat ditarik suatu generalisasi yang berguna sehubungan dengan pola hubungan yang terdapat antara rangkaian variabel organisasi, yang mempengaruhi efektivitas.

Rangkaian variabel pertama, karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi organisasi, dimana menurut Steer (1985:9) struktur adalah hubungan yang relatif sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Sedangkan teknologi sendiri didefinisikan sebagai suatu mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Kelompok variabel kedua berpusat pada lingkungan pekerjaan suatu organisasi, yang mencakup dua aspek yaitu lingkungan ekstern dan lingkungsn intern. Variabel ketiga, peranan diberikan kepada peranan perbedaaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Variasi sifat manusia dalam suatu organisasi seringkali menjadi penyebab perilaku anggota organisasi yang berbeda antara satu sama lainnya. Variabel yang keempat adalah peranan manajemen dalam prestasi organisasi, disini akan diperlihatkan betapa gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat menjadi perhatian atau merintangi pencapaian tujuan. 

Kriteria/Indikator efektivitas organisasi dikemukakan oleh  Gibson et,al (1997:32), sebagai berikut :
1. Productive (produktif)

Produktif menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Dalam konsep ini tidak termasuk setiap pertimbangan tentang efisiensi. Ukuran tentang produksi meliputi laba, penjualan, bagian pasar, mahasiswa yang lulus, dokumen yang diproses, pelanggan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi.

2. Efficiency (efisiensi)

Didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Kriteria ini memusatkan perhatian pada seluruh siklus input-proses-output, namun demikian kriteria ini menekankan unsur input dan proses. Ukuran efisiensi meliputi tingkat laba modal atau harta (rate of return on capital or assets), biaya per unit, periode mesin tidak aktif, dan sebagainya. Jelaslah bahwa ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output atau dengan waktu.
3. Satisfaction (kepuasan)

Penyusunan konsep organisasi sebagai suatu sistem sosial mengharuskan kita memperhatikan keuntungan yang diterima oleh para peserta maupun para pelanggannya. Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawannya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian pegawai, keterlambatan dan keluhan.

4. Adaptiveness (adaptasi)

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan ekstern. Kemampuan adaptasi bersifat lebih abstrak, karena berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri maka kelangsungan hidupnya terancam.

5. Development (pengembangan)

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuanyya untuk hidup terus (survive) dalam jangka panjang. Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan bagi tenaga manajemen dan non manajemen, tetapi sekarang ini pengembangan organisasi telah banyak macamnya dan meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.
Pendapat di atas melihat bahwa dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu dengan melihat kriteria produktif, efisiensi, kepuasan, adaptaasi, dan pengembangan. Peneliti menjadikan teori yang dimbangkan oleh Gibson dikarenakan menurut peneliti bahwa dalam hal pemberian pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi tersebut harus memberikan perhatian kepada lima aspek yaitu Productive (produktif), Efficiency (efisiensi),
Satisfaction (kepuasan), Adaptiveness (adaptasi), dan Development (pengembangan).
Keterkaitan antara variabel budaya organisasi dan efektivitas organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Sumber : Gibson et,al (1997:43)

Gambar 2.13
Budaya Organisasi  dan Efektivitas Organisasi

Penjelasan pada ilustrasi di atas memberikan pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas organisasi yang menyebutkan bahwa budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai, keyakinan dan norma bersama tersebut adalah merupakan produk dari interaksi antara fungsi-fungsi manajerial dengan karakteristik organisasi. Faktor-faktor utama sebagai dampak dari fungsi manajerial yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang dan sebagai dampak dari struktur dan proses organisasi yang diharapkan, maka sub organisasi akan melakukan interaksi dengan sub organisasi yang lainnya baik individual maupun kelompok untuk menyusun rencana, membuat kebijaksanaan, prosedur, garis wewenang dan komunikasi. Semua tindakan tersebut menciptakan budaya organisasi dan pendelegasian kewenangan yang akan mempunyai dampak besar baik positif maupun negatif terhadap efektivitas organisasi.

Gibson et, al (1997:30) menegaskan, bahwa di dalam teori sistem organisasi dianggap sebagai satu elemen dari sejumlah elemen yang saling bergantung, yang secara sederhana digambarkan pada gambar dibawah ini

    








Sumber : Gibson et,al (1997:30)

Gambar 2.14
Elemen-elemen Dasar Suatu Sistem

Arus masukan dan keluaran adalah titik dasar permulaan dalam menggambarkan organisasi, dimana organisasi selanjutnya mengambil sumber daya masukan dari sistem yang lebih luas (lingkungan) dan kemudian sumber daya ini diproses dan keluar dalam bentuk yang diubah (keluaran).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan paradigma kerangka pemikiran penelitian antara implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi,  dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.


Gambar 2.15
Paradigma Pemikiran Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi 

Terhadap Efektivitas Organisasi
2.4.   Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan, Budaya Organisasi dan Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik ?
2. Implementasi kebijakan dan budaya organisasi besar dampaknya terhadap efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi.
3. Implementasi kebijakan diukur melalui  aspek  isi dari kebijakan yang dilaksanakan, aspek tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan, aspek banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan dan aspek potensi besar dampaknya terhadap efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi.
4. Budaya organisasi diukur melalui faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yaitu karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi, etika organisasi, hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai, dan struktur organisasi besar dampaknya terhadap efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi.
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D. Stage (Dependent Variables) in the implementations process
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Kepercayaan diri








Lingkungan Perusahaan


Sifat Pasar (kompetitif versus non kompetitif)


Sifat Industri (pabrikasi, jasa dan sebagainya)


Kontrol Kepemilikan (Swasta versus pemerintah)





Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia





Desain Pekerjaan


Balikan


Otonomi


Varietas ketrampilan


Signifikansi tugas





Praktek Supervisi


Penentuan tujuan


Pemberdayaan


Kontrol





Alokasi Imbalan


Kinerja








Asumsi Hubungan  dengan Karyawan


Orientasi ke masa depan


Locus Control


Dayajuang


Proaktifitas/Reaktifitas


Kewajiban terhadap orang lain


Pencarian tanggungjawab


Partisipasi





Efektivitas Organisasi





Efektivitas kelompok





Efektivitas Individu





Administrasi Publik


(Robbins, 1994 : 6) 


(Siagian (2002:8)








Perilaku Organisasi


Schermerhorn  (2006)








Efektivitas Organisasi (Gibson et,al, 1994)





Budaya Organisasi 


Jones (1995:178)








Implementasi Kebijakan


Maarse dalam Hoogerwerf, (1983)








Administrasi dan Manajemen/Kebijakan Publik


Anderson dalam Thoha( 1997 : 63)





Feedback





FAKTOR LINGKUNGAN





Norma sosial


Pendidikan yang dicapai


Aliran Politik


Peristiwa dan


Sejarah Nasional





EFEKTIVITAS ORGANISASI








Produksi


Efisiensi


Kepuasan


Perkembangan


Adaptasi


Kelangsungan hidup





Fungsi manajerial





Perencanaan


Pengorganisasian


Memimpin


pengendalian





Karakteristik Organisasi








Perilaku


Struktur


Proses








BUDAYA ORGANISASI





    Proses





   Masukan 





  Keluaran 





   Lingkungan 











Aspek


Implementasi Kebijakan (X1)


Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) 





Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.


Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan.


Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.


Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).








Faktor Budaya Organisasi (X2) :


Jones (1995:179-189)








Karakteristik personal dan profesional orang-orang yang ada dalam organisasi.


Etika organisasi


Hak-hak yang diberikan organisasi kepada pegawai.


Struktur Organisasi.





Efektivitas Organisasi (Y)


            Gibson et.al (1997)





Produksi





Efisiensi





Kepuasan





Keadaptasian





Pengembangan














Jenkis dalam Parson


(1997 : 461)





Vigoda (2002:81)





Gibson et al (1997 : 43)
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